SINERGI ANTARA STAKEHOLDER KECAMATAN
DAN PENDAMPING DESA DALAM

MENINGKATKAN INDEKS DESA MEMBANGUN
(Studi di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan)

Skripsi
Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S1

Program Studi Manajemen

el doalololusinela

Disusun Oleh :
Muhammad Candri Mawan

NIM : 30402300221

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
SEMARANG
2025



SKRIPSI

SINERGI ANTARA STAKEHOLDER KECAMATAN
DAN PENDAMPING DESA DALAM MENINGKATKAN

INDEKS DESA MEMBANGUN
(Studi di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan)

Disusun Oleh :
Muhammad Candri Mawan

NIM : 30402300221

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan ke hadapan
Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 19 Mei 2025

Pembimbing,

Prof. Nurhidayati, SE, M.Si, Ph.D.
NIK. 210499043




SINERGI ANTARA STAKEHOLDER KECAMATAN DAN
PENDAMPING DESA DALAM MENINGKATKAN INDEKS DESA
MEMBANGUN
(Studi di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan)

Disusun oleh:

Muhammad Candri Mawan

30402300221

Pada Tanggal 19 Mei 2025
Susunan Dewan Penguji

Pembimbing

Digitally signed
by Nurhidayati

% Date:
2025.05.20
" 14:16:08 +0700

Prof. Nurhidayati, SE. M.Si, Ph.D. Dr. Siti Sumiati, SE, M.Si
NIK. 210499043 NIK. 210492029

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar
Sarjana Manajemen

Mengetahu1

Ketua Program Studi Manajemen

NIK. 210416055



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Candri Mawan
NIM 30402300221

Program studi : Manajemen

Fakultas : Ekonomi  Dan  Bisnis
Universitas : Universitas Islam Sultan Agung

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul
“SINERGI ANTARA STAKEHOLDER KECAMATAN DAN
PENDAMPING DESA DALAM MENINGKATKAN INDEKS DESA
MEMBANGUN (Studi di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan)”
merupakan karya peneliti sendiri dan tidak ada unsur plagiarism dengan cara yang
tidak sesuai etika atau tradisi keilmuan. Peneliti siap menerima sanksi apabila di
kemudian hari ditemukan pelanggaran etika akademik dalam penelitian ini.

Semarang, 19 Mei 2025

Yang menyatakan,

Muhammad Candri Mawan
NIM. 30402300221




PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Candri Mawan
NIM 30402300221

Program Studi : S1 Manajemen

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyerahkan hasil karya ilmiah berupa Tugas Akhir Skripsi dengan
judul :

“SINERGI ANTARA STAKEHOLDER KECAMATAN DAN
PENDAMPING DESA DALAM MENINGKATKAN INDEKS DESA
MEMBANGUN (Studi di Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan)”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta
memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksekutif untuk disimpan, dialihmediakan,
dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain
untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai

pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari
terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya tulis ilmiah ini, maka
segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa

melibatkan Pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 19 Mei 2025

Yang Memberi P

Muhamm andri Mawan
NIM. 304017003221

vi



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis sinergi antara
stakeholder di Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, dalam upaya
meningkatkan Indeks Desa Membangun (IDM). Metode yang digunakan adalah
pendekatan kualitatif deskriptif, dengan informan yang terdiri dari camat, sekcam,
kasi PMD, ketua paguyuban kepala desa, pendamping desa, dan koordinator tenaga
ahli kabupaten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara stakeholder
telah terbangun melalui komunikasi intensif, pembagian peran yang relatif jelas,
serta adanya forum kolaboratif yang mendukung pelaksanaan program. Meskipun
demikian, masih ditemukan beberapa kendala seperti ketimpangan pemahaman
terhadap indikator IDM, ketidakseimbangan peran, dan kesenjangan komunikasi.
Upaya peningkatan dilakukan melalui pelatihan teknis, koordinasi berkala, dan
digitalisasi sistem informasi. Dampak sinergi tersebut terlihat pada peningkatan
kualitas layanan sosial, penguatan ekonomi lokal melalui UMKM, serta
kesiapsiagaan desa dalam mitigasi bencana. Penelitian ini merekomendasikan
penguatan koordinasi lintas sektor, pengembangan kapasitas SDM yang
berkelanjutan, dan integrasi kebijakan pembangunan desa berbasis indikator IDM.

Kata Kuneci: Sinergi, Stakeholder, Indeks Desa Membangun, Kolaborasi,
Pembangunan Desa
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ABSTRACT

This study aims to describe and analyze the synergy among stakeholders in Sragi
Sub-district, Pekalongan Regency, in improving the Village Development Index
(IDM). A descriptive qualitative method was employed, involving informants such
as the sub-district head, secretary, village government affairs officer (Kasi PMD),
head of the village heads’ association, village facilitator, and district expert
coordinator. The findings indicate that synergy among stakeholders is built through
intensive communication, relatively clear role division, and collaborative forums
that support program implementation. However, challenges remain, such as gaps in
understanding IDM indicators, role imbalance, and communication disparities.
Efforts to improve synergy include technical training, regular coordination, and
digital information systems. The impacts of this synergy are evident in the
improvement of social service quality, strengthening of local economies through
MSMEs, and enhanced village preparedness for disaster mitigation. The study
recommends strengthening cross-sectoral coordination, continuous human resource
development, and policy integration based on IDM indicators.

Keywords: Synergy, Stakeholders, Village Development Index, Collaboration,
Rural Development
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan desa memiliki peran strategis dalam mendukung
pembangunan nasional. Sebagai entitas terkecil dalam struktur pemerintahan, desa
menjadi basis pengelolaan sumber daya dan pemberdayaan masyarakat, serta ujung
tombak keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 (Sanur and Artikel 2023) tentang Desa menegaskan bahwa desa
memiliki kewenangan otonom untuk mengelola potensi lokal demi kesejahteraan
masyarakat. Melalui kebijakan ini, desa diharapkan mampu menjadi subyek
pembangunan, bukan sekedar obyek yang tergantug pada intervensi pemerintah

pusat (Wahyuni, Qadri, and Elida 2020).

Indeks Desa Membangun (IDM) digunakan sebagai indikator utama
keberhasilan pembangunan desa. IDM mengukur tiga dimensi utama: sosial,
ekonomi dan lingkungan, yang secara komperehensif mencerminkan capaian
pembangunan desa. IDM tidak hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga panduan
untuk menetapkan prioritas pembangunan berbasis kebutuhan lokal. Namun,
peningkatan nilai IDM tidak dapat dicapai hanya melalui satu pihak. Sinergi antar-
stakeholder, seperti camat, sekcam, kasi PMD, pendamping desa dan pemerintah
desa, menjadi elemen kunci yang menentukan keberhasilan pembangunan berbasis

IDM.



Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, memiliki berbagai potensi desa
yang berbeda-beda. Desa-desa seperti Gebangkerep, Kedungjaran, Klunjukan, dan
Tegalontar menghadapi tantangan unik, mulai dari masalah sosial hingga
kebutuhan ekonomi. Dalam situasi ini sinergi antar-stakeholder sering kali
terhambat oleh perbedaan pemahaman, prioritas, dan pola komunikasi. Kurangnya
harmonisasi antara perencanaan tingkat kecamatan dan pelaksanaan di desa sering
kali menyebabkan in efisiensi dalam penggunaan sumber daya, yang pada akhirnya
memengaruhi tingkat peningkatan IDM. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan

kolaboratif yang lebih sistematis dan terukur.

Kompleksitas sinergi antar-stakeholder dalam meningkatkan Indeks Desa
Membangun (IDM) di Kecamatan Sragi menjadi tantangan yang memerlukan
perhatian khusus. Kecamatan ini terdiri dari desa-desa dengan karakteristik unik,
baik dari segi geografis, sosial, maupun ekonomi. Beberapa desa memiliki potensi
unggulan seperti sumber daya alam, kewirausahaan, atau program pembangunan
yang telah berjalan dengan baik. Namun desa lainnnya masih menghadapi masalah
seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya partisipasi masyarakat, atau lemahnya

kapasitas pemerintah desa.

Dalam konteks ini, sinergi antar-stakeholder menjadi krusial. Setiap pihak
memiliki peran dan tanggung jawab yag berbeda namun saling terkait. Camat,
sebagai pemimpin wilayah kecamatan, bertugas memfasilitasi koordinasi strategis

lintas desa dan mengarahkan prioritas pembangunan yang sesuai dengan visi



kabupaten. Sekcam dan kasi PMD bertanggung jawab pada aspek administrasi dan
pengawasan agar program sesuai dengan aturan dan tujuan pembangunan. Di sisi
lain, pendamping desa berperan langsung dalam mendampingi masyarakat,
memperkuat kapasitas pemerintah desa, dan menjembatani komunikasi antara

masyarakat dan pemerintah desa.

Namun, perbedaan fokus dan prioritas seringkali menjadi penyebab konflik
atau ketidakefisienan. Sebagai contoh, kepala desa mungkin memiliki program
prioritas yang berbeda dengan arahan kecamatan, sehingga sinergi terganggu.
Selain itu, kurangnya pemahaman tentang IDM oleh beberapa stakeholder
menghambat kemampuan mereka untuk berkontribusi secara optimal terhadap

penilaian IDM (Agustinus, Hediyanti, and Tertinggal 2019).

Keterbatasan dalam mekanisme koordinasi juga menambah kompleksitas
sinergi ini. Forum komunikasi rutin, yang seharusnya menjadi wadah harmonisasi
tujuan, tidak selalu berjalan efektif karena berbagai kendala, seperti kesibukan
jadwal atau kurangnya data berbasis IDM yang tersedia untuk mendukung
pengambilan keputusan. Tanpa data yang valid dan relevan, pengambilan kebijakan
menjadi kurang tepat sasaran, sehingga capaian pembangunan desa pun tidak

maksimal.



Pada sisi lain, keberhasilan di beberapa desa menunjukkan bahwa sinergi
yang kuat dapat menjadi kunci untuk meningkatkan IDM. Desa yang
memanfaatkan forum komunikasi secara intensif dan melibatkan semua pihak
dalam perencanaan hingga evaluasi pembangunan, cenderung memiliki capaian
IDM yang lebih baik. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif

berbasis data untuk menciptakan sinergi yang efektif dan efisien.

Selain itu, penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa pembangunan
berbasis partisipasi masyarakat dapat mendorong keberlanjutan program
pembangunan. Partisipasi aktif masyarakat desa dalam proses perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi meningkatkan relevansi dan keberlanjutan program yang
diimplementasikan (Kessa, 2015). Namun, partisipasi ini hanya dapat dioptimalkan
jika ada sinergi antara stakeholder dan pendampig desa yang mampu menjembatani

perbedaan perspektif dan membangun komunikasi yang efektif.

Penelitian ini penting untuk memahami dan mengurai kompleksitas sinergi
antar-stakeholder dalam konteks lokal Kecamatan Sragi. Dengan mengidentifikasi
peran masing-masing pihak, menganalisis tantangan dan peluang kolaborasi, serta
mengevaluasi pengaruh sinergi terhadap IDM, diharapkan dapat dirumuskan
strategi peningkatan sinergi yang berkelanjutan dan dapat direplikasi di wilayah

lain (Shaddiq and Mangkurat 2024).

Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan Sragi sejak

lima tahun terakhir dari tahun 2019 hingga 2024, tercatat bahwa dari 16 desa yang



ada, tidak terjadi peningkatan yang signifikan dalam status perkembangan desa.
Selama periode tersebut, seluruh desa di Kecamatan Sragi tetap berada dalam
kategori desa berkembang dan belum mencapai status desa maju. Hal ini
menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan berbagai upaya pembangunan,
peningkatan IDM masih stagnan dan memerlukan strategi yang lebih efektif untuk

mendorong desa menuju tingkat perkembangan yang lebih tinggi.

Tabel 1.1 Data Progress Indeks Desa Membangun di Desa Kecamatan Sragi

No | Nama Desa Skor Skor Skor Skor Skor
IDM IDM IDM IDM IDM
2020 2021 2022 2023 2024
1 Ketanon Ageng '0.6670 '0.6670- | '0.6892 '0.6835 '0.6908
2 Mrican '0.6624 '0.6624 | '0.6959 '0.6844 '0.6900
3 Bulaksari '0.6746 '0.6857 | '0.6908 '0.6538 '0.7038
4 Sumub Kidul '0.6554 '0.6554 | '0.6721 '0.7052 '0.7162
5 Kalijambe '0.6732 '0.6995 '0.7052 '0.6921 '0.7205
6 Sumublor '0.6771 '0.6771 '0.6917 '0.6860 '0.6937
7 Krasak Ageng '0.6197 '0.6533 '0.6700 '0.6773 '0.6849
8 Sijeruk '0.6287 '0.6287 '0.6554 '0.6556 '0.6925
9 Tegalsuruh '0.6906 '0.7017 '0.6963 '0.6963 '0.6962
10 | Bulakpelem '0.6348 '0.6348 | '0.6614 '0.6854 '0.6908
11 | Gebangkerep '0.6567 '0.6681 '0.6910 '0.6908 '0.6944
12 | Purworejo '0.6516 '0.6868 | '0.6924 '0.6886 '0.6978




13 | Kedungjaran '0.6487 '0.6508 | '0.6467 '0.6295 '0.6865
14 | Klunjukan '0.6216 '0.6367 | '0.6871 '0.6833 '0.6944
15 | Tegalontar '0.6159 '0.6254 | '0.6594 '0.6444 '0.6944
16 | Purwodadi '0.6478 '0.6352 | '0.6429 '0.6502 '0.6986

Sumber: Indeks Desa Membangun Kemendesa PDTT, 2024

Nilai skor Indeks Desa Membanguan untuk masing-masing status desa adalah:

skor idm berkembang, dari tahun ke tahun belum mengalami kenaikan yang signifikan dan

bahkan terkadang ada penurunan dari nilai skor idm tersebut.

Desa Sangat Tertingal: IDM < 0,4907

Desa Tertinggal; 0,4907 < IDM < 0,5989

Desa Berkembang: 0,5989 < IDM < 0,7072

Desa Maju: 0,7072 < IDM < 0,8155

Desa Mandiri: IDM > 0,8155

1.2 Perumusan Masalah

penelitian dalam konteks pemetaan peran stakeholder, tingkatan sinergi, pengaruh

sinergi, evaluasi proses kolaborasi dan rekomendasi strategis yang dijabarkan

sebagai berikut:

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai idm desa di kecamatan sragi selalu dalam nilai

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat disusun pertanyaan dalam




1.3

1.

. Bagaimana pemetaan peran dan tanggung jawab stakeholder (camat,

sekcam, kasi PMD, pendamping desa dan kepala desa) dalam proses
perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, serta pelaporan
pembangunan desa yang berfokus pada peningkatan IDM?

Sejauh mana tingkat Sinergi Antar-Stakeholder dalam aspek komunikasi,
pembagian tugas, dan harmonisasi tujuan pembangunan desa, memengaruhi
efektivitas pembangunan desa di Kecamatan Sragi?

Bagaimana sinergi antar-stakeholder berdampak pada peningkatan dimensi-
dimensi IDM (sosial, ekoomi, dan lingkungan) di Kecamatan Sragi?
Bagaimana proses kolaborasi antar-stakeholder dalam pembangunan desa
di Kecamatan Sragi dapat dievaluasi, khususnya terkait mekanisme
koordinasi, pengambilan keputusan, dan resolusi konflik?

Apa rekomendasi strategis yang dapat diberikan untuk meningkatkan
sinergi antar-stakeholder dalam mendukung pembangunan berbasis IDM di

Kecamatan Sragi?

Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dirumuskan maka

tujuan penelitian ini sebagai berikut:

Memetakan Peran dan Tanggung Jawab Stakeholder dalam Meningkatkan
IDM. Untuk memetakan peran dan tanggung jawab masing-masing

stakeholder, termasuk camat, sekcam, kasi PMD, pendamping desa, dan



kepala desa, dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan
desa yang berfokus pada peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) di
Kecamatan Sragi

. Menganalisis Tingkat Sinergi Antar-Stakeholder. Untuk menganalisis
tingkat sinergi antar-stakeholder dalam melaksanakan program
pembanguan desa, dengan menilai sejauh mana komunikasi, pembagian
tugas, dan harmonisasi tujuan dapat meningkatkan efektivitas pembangunan
di Kecamatan Sragi.

Mengidentifikasi Pengaruh Sinergi terhadap Peningkatan IDM. Untuk
mengidentifikasi dan mengeksploitasi pengaruh sinergi antar-stakeholder
terhadap peningkatan dimensi-dimensi IDM (sosial, ekonomi, dan
lingkungan) di Kecamatan Sragi, serta hubungan antara kualitas sinegi dan
pencapaian pembangunan desa.

. Mengevaluasi Proses Kolaborasi Antar-Stakeholder. Untuk mengevaluasi
proses kolaborasi antar-stakeholder dalam pembangunan desa, dengan
fokus pada mekanisme koordinasi, pengambilan keputusan, resolusi
konflik, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan
berbasis IDM.

. Merumuskan Rekomendasi Strategis untuk Memperkuat Sinergi. Untuk
merumuskan rekomendasi strategis berbasis temuan penelitian yang dapat

memperkuat sinergi antar-stakeholder, dengan tujuan meningkatkan



efektivitas dan keberlanjutan pembangunan desa yang berbasis pada

peningkatan IDM di Kecamatan Sragi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.

Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai tata
kelola kolaboratif dalam pembangunan desa, khususnya dalam konteks
sinergi antar-stakeholder di tingkat kecamatan. Penelitain ini juga dapat
memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori-teori tentang
kolaborasi, partisipasi, dan governance yang diterapkan dalam
pembangunan berbasis Indeks Desa Membangun (IDM). Hasil penelitian
ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian lanjutan tentang kolaborasi

antar-stakeholder dalam konteks desa dan pemerintahan lokal.

Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi
strategis yang berguna bagi pemerintah daerah dan stakeholder terkait baik
itu camat, sekcam, kasi PMD,dan pendamping desa untuk meningkatkan
efektivitas sinergi antar-stakeholder di tingkat kecamatan, khususnya dalam
rangka mempercepat peningkatan nilai IDM di Kecamatan Sragi.
Rekomendasi ini diharapkan dapat membantu memperbaiki mekanisme

koordinasi, meningkatkan pemahaman tentang IDM, dan mengoptimalkan



pembagian peran serta tanggung jawab antar-stakeholder dalam
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa. Selain itu, hasil
penelitian ini juga dapat memberikan pedoman bagi pendamping desa
dalam mengelola hubungan kerja dengan pemerintah kecamatan dan desa,

untuk menciptakan kolaborasi yang lebih produktif dan berkelanjutan.

&g
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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Collaborative Governance

Collaborative Governance (Tata Kelola Kolaboratif) adalah sebuah
pendekatan dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan yang
melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk pemerintah,
sektor swasta, dan masyarakat sipil, untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama.
Pendekatan ini sering digunakan dalam konteks penyelesaian masalah yang
kompleks dan bersifat lintas sektor, seperti pembangunan berkelanjutan, tata kelola

lingkungan, dan pembangunan desa.

Menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012), collaborative governance
adalah proses pengelolaan dan pembuatan keputusan yang diinisiasi oleh
pemerintah, tetapi mencakup keterlibatan multi-stakeholders dalam pengambilan
keputusan dan implementasinya. Prinsip dasarnya adalah partisipasi, transparansi,

dan akuntabilitas.

2.1.1 Pengertian dan Prinsip-Prinsip Dasar Tata Kelola Kolaboratif

Tata kelola kolaboratif (collaborative governance) merujuk pada
pendekatan dalam pengelolaan pemerintahan yang melibatkan berbagai pihak, baik
dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta dalam mengambil keputusan

dan melaksanakan kebijakan bersama. Model ini menekankan pentingnya kerja
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sama dan koordinasi antar-stakeholder untuk mencapai tujuan pembangunan yang

lebih inklusif dan berkelanjutan.

Menurut Emerson, Nabatchi, dan Balogh (Trivifio-salazar 2023), tata kelola

kolaboratif melibatkan empat prinsip dasar, yaitu:

1. Partisipasi: Semua stakeholder yang memiliki kepentingan terkait diberi
kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

2. Transparansi: Proses pengambilan keputusan harus terbuka bagi semua
pihak agar tercipta kepercayaan di antara stakeholder.

3. Keadilan: Semua pihak yang terlibat harus diperlakukan secara adil dan
mendapatkan manfaat yang setara dari kebijakan atau program yang
diimplementasikan.

4. Akuntabilitas: Setiap pihak yang terlibat dalam tata kelola kolaboratif harus

dapat mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan yang diambil.

Tata kelola kolaboratif bertujuan menciptakan kesepahaman bersama dalam
mengatasi masalah kompleks yang tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja.
Oleh karena itu, kolaborasi antar-stakeholder menjadi sangat penting dalam

memecahkan masalah pembangunan yang bersifat multidimensi (Bryson and

Crosby 2015)
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2.2 Faktor-Faktor Keberhasilan dan Hambatan Kolaborasi

Beberapa faktor yang memengaruhi keberhasilan kolaborasi antar-stakeholder,

antara lain:

1. Komunikasi yang Efektif: Terbuka dan jelasnya komunikasi antar-
stakeholder merupakan kunci utama keberhasilan kolaborasi.

2. Kepercayaan Antar-Pihak: Kolaborasi membutuhkan kepercayaan antara
stakeholder, baik dalam aspek proses maupun hasil.

3. Komitmen Bersama: Semua pihak harus memiliki visi dan misi yang sama

serta komitmen untuk mencapai tujuan bersama.

Namun, kolaborasi sering menghadapi hambatan, seperti:

1. Perbedaan Prioritas: Setiap stakeholder memiliki kepentingan yang
berbeda, yang bisa mengarah pada ketidakharmonisan.

2. Keterbatasan Sumber Daya: Sumber daya yang terbatas bisa menghambat
kelancaran kolaborasi.

3. Birokrasi yang Kompleks: Proses pengambilan keputusan yang lambat dan

rumit sering menghambat pelaksanaan kolaborasi yang efektif (Gash 2014).

2.3 Konsep Indeks Desa Membangun (IDM)
Indeks Desa Membangun (IDM) adalah alat ukur untuk menilai status
pembangunan desa yang dikembangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT). IDM mencerminkan
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kemajuan desa dalam berbagai dimensi pembangunan dan menjadi dasar dalam
menentukan program intervensi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat desa.

2.3.1 Pengertian dan Penjabaran Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah alat ukur yang digunakan untuk
menilai tingkat kemajuan pembangunan desa dalam berbagai dimensi, yaitu sosial,
ekonomi, dan lingkungan. IDM dikembangkan oleh Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia sebagai

acuan untuk memetakan status pembangunan desa secara holistik.

IDM terdiri dari beberapa indikator yang mencakup:

1. Dimensi Sosial: Mencakup aspek pendidikan, kesehatan, serta akses
terhadap layanan publik seperti air bersih dan sanitasi.

2. Dimensi Ekonomi: Mengukur aspek kesejahteraan ekonomi, tingkat
pengangguran, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program-
program pemberdayaan seperti UMKM.

3. Dimensi Lingkungan: Melihat kualitas lingkungan hidup, seperti
pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan sampah, dan keberlanjutan

ekosistem.

Menurut Haryanto (Wijayanto and Ridwan 2024), peningkatan IDM dapat

dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi antara sektor pemerintah dan
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masyarakat, serta dukungan dari pendamping desa yang mampu
mentransformasikan kebijakan menjadi program-program konkret yang dapat

meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

2.3.2 Dimensi IDM: Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan

1. Dimensi Sosial: Berfokus pada akses masyarakat terhadap pendidikan dan
layanan kesehatan yang memadai, serta adanya program perlindungan sosial
untuk mengurangi kemiskinan.

2. Dimensi Ekonomi: Menilai tingkat kesejahteraan masyarakat desa dengan
mengukur pendapatan per kapita, tingkat pengangguran, serta peluang
ekonomi yang tersedia di desa.

3. Dimensi Lingkungan: Berfokus pada pengelolaan lingkungan yang
berkelanjutan, seperti program penghijauan, sanitasi, dan pengelolaan air

bersih yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat.

2.3.3 Kategori Status Desa Berdasarkan IDM

1. Desa Mandiri: Desa yang mampu mengelola potensi sumber daya dengan
baik untuk kesejahteraan masyarakatnya.

2. Desa Maju: Desa yang mendekati kemandirian, tetapi masih memerlukan
beberapa intervensi.

3. Desa Berkembang: Desa dengan potensi berkembang namun masih

menghadapi kendala dalam dimensi tertentu.
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Desa Tertinggal: Desa dengan keterbatasan signifikan dalam infrastruktur,
ekonomi, dan sosial.
Desa Sangat Tertinggal: Desa yang memerlukan perhatian serius karena

minimnya akses terhadap kebutuhan dasar.

Peran Stakeholder dalam Peningkatan IDM

Peran stakeholder dalam meningkatkan IDM sangat penting, terutama dalam

mengoptimalkan partisipasi, koordinasi, dan implementasi kebijakan pembangunan

di tingkat desa. Stakeholder yang terlibat dalam pembangunan desa antara lain:

1.

Pemerintah Daerah (Kecamatan dan Desa): Memiliki kewajiban dalam
merencanakan, mengalokasikan anggaran, serta memastikan program-
program pembangunan yang tepat sasaran.

Pendamping Desa: Berperan sebagai fasilitator antara pemerintah dan
masyarakat untuk memastikan bahwa program pembangunan berjalan
sesuai dengan kebutuhan lokal dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat
(Soedirman and Purwokerto n.d.).

Masyarakat Desa: Masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan
dan pelaksanaan program, dengan memberikan masukan dan partisipasi

dalam kegiatan pembangunan.

Sinergi yang baik antara semua pihak akan mendorong peningkatan nilai IDM,

karena kolaborasi ini memastikan bahwa program yang dijalankan tidak hanya
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sesuai dengan kebutuhan desa, tetapi juga dapat dilaksanakan secara efektif dan

berkelanjutan.

2.5 Sinergi Antar-Stakeholder dalam Pembangunan Desa

Sinergi antar-stakeholder adalah proses kolaborasi yang melibatkan berbagai
pihak untuk mencapai tujuan pembangunan bersama, dalam hal ini meningkatkan
Indeks Desa Membangun (IDM). Setiap stakeholder memiliki peran dan tanggung
jawab spesifik, yang jika dikelola dengan baik, dapat menciptakan hasil yang lebih

besar dibandingkan kontribusi individual (Adekola and Moira 2021).

2.5.1 Pentingnya Harmonisasi Peran dalam Pembangunan Desa

Harmonisasi peran ' antar-stakeholder merupakan elemen kunci dalam
keberhasilan pembangunan desa yang berkelanjutan. Proses perencanaan,
implementasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan desa harus
melibatkan semua pihak yang relevan agar tujuan pembangunan dapat tercapai
dengan efektif. Keterlibatan aktif dari pemerintah desa, pendamping desa,
masyarakat, dan pihak terkait lainnya menjadi faktor utama dalam menciptakan
kebijakan yang berbasis kebutuhan riil desa serta mampu memberikan dampak

positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tanpa adanya sinergi yang baik antar-stakeholder, pembangunan desa
sering kali terhambat oleh kurangnya komunikasi, kesalahpahaman mengenai peran

dan tanggung jawab, serta kurangnya komitmen untuk mencapai tujuan bersama.
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Selain itu, minimnya koordinasi dapat menyebabkan tumpang tindih kebijakan,
alokasi sumber daya yang tidak efektif, serta rendahnya partisipasi masyarakat

dalam pembangunan.

Salah satu contoh sinergi yang berhasil adalah pembentukan forum
koordinasi rutin antar-stakeholder, yang memungkinkan adanya pertukaran
informasi, pemantauan kemajuan pembangunan, serta identifikasi masalah yang
memerlukan penyelesaian bersama. Melalui sinergi ini, pembangunan desa dapat
dilakukan dengan lebih terencana, terukur, dan berkelanjutan. Selain forum
koordinasi, penyusunan rencana aksi bersama yang mengakomodasi kepentingan
berbagai pihak juga menjadi langkah strategis dalam memperkuat harmonisasi
peran. Dengan adanya pedoman yang jelas, setiap stakeholder dapat menjalankan

tugasnya dengan lebih optimal dan bertanggung jawab.

penggunaan teknologi informasi dalam koordinasi dan pelaporan juga dapat
menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam
pembangunan desa. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi, setiap
stakeholder dapat mengakses data perkembangan pembangunan secara real-time,
sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis
bukti. Harmonisasi peran ini tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan Indeks
Desa Membangun (IDM), tetapi juga mendorong keberlanjutan pembangunan desa

yang inklusif dan partisipatif.
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Pendamping Desa

Gambar 2.5-1 Diagram Siergisitas Stakeholder dalam Peningkatan IDM
Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa kurangnya sinergi yang terjalin
antar stakeholder terutama antara pejabat kecamatan kepada kepala desa, sehingga
kepala desa tidak langsung medapatkan arahan, koordiasi dan dukungan strategis

yang optimal dari tingkat kecamatan untuk meningkatkan IDM.
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Kasi PMD yang seharusnya menjadi penghubung utama dalam perencanaan
dan pelaksanaan program pembangunan desa tidak memiliki koneksi langsung

dengan Kepala Desa dalam diagram ini.

Sekcam sebagai eksekutor kebijakan juga tidak terlihat memiliki jalur
komunikasi yang erat dengan kepala desa, yang bisa menghambat efektivitas

koordinasi program pembangunan.

Tanpa adanya hubungan komunikasi yang kuat antara Camat, Sekcam, Kasi
PMD, dan Kepala Desa, implementasi kebijakan serta program pembangunan desa
bisa mengalami kendala, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, maupun
evaluasi. Kepala desa bisa mengalami kebingungan atau kurangnya dukungan

dalam mengambil keputusan strategis yang berkaitan dengan peningkatan IDM.
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif.
Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami
fenomena secara mendalam, khususnya terkait sinergi antar-stakeholder dalam
peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan Sragi, Kabupaten
Pekalongan. Menurut Creswell. 2014 (Title et al. n.d.), pendekatan kualitatif
memberikan fleksibilitas dalam memahami konteks sosial dan mengungkap makna

dari perspektif para informan.

3.2 Informan

Subjek penelitian atau informan yaitu individu-individu yang diwawancarai
untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan oleh peneliti terhadap suatu
topik yang akan diteliti. Informasi dan data yang akan diperolah akan membantu
peneliti dalam menyelesaikan penelitiannya. Dalam hal ini, informan memberikan
pandangannya terhadap suatu nilai, sikap, proses, dan interaksi sosial yang
berlangsung dalam penelitian ini (J. Moleong, 2014).

Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, di mana
informan dipilih berdasarkan peran dan relevansi mereka terhadap topik penelitian.

Teknik ini bertujuan memastikan data yang diperoleh berasal dari pihak-pihak yang
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memiliki pengalaman dan keterlibatan langsung dalam konteks penelitian
(qualitative-research-evaluation-methods-by-michael-patton.pdf n.d.). Informan

yang terlibat sebanyak 10 orang dengan rincian tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2.1 Rincian Informan Penelitan

No Informan/Stakeholder Tugas

1 | Camat Sragi Menmiliki peran sebagai koordinator
pembangunan di tingkat kecamatan.

2 | Sekretaris Camat (Sekcam) Sragi Bertugas mengawasi implementasi
program pembangunan desa.

3 | Kasi Pemberdayaan Masyarakat | Memastikan pelaksanaan program
Desa (PMD) sesuai dengan regulasi.

4 | Pendamping Desa Kecamatan Sragi | Berperan dalam  mendampingi
masyarakat desa dalam perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan
(Eksekutif 2019).

5 | Kepala Desa Bulaksari ( Ketua Memahami praktik pembangunan
Paguyuban  Kepala Desa Se- | dan pemberdayaan di tingkat desa.

Kecamatan Sragi
6 | Koordinator Tenaga Ahli Kabupaten | Memantau -~ dan  mengevaluasi
Pekalongan pelaksanaan program pembangunan
desa.

3.3 Lokasi

Penelitian dilakukan di Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, Jawa
Tengah. Kecamatan ini dipilih karena memiliki beragam karakteristik desa dengan
tantangan pembangunan yang unik, sehingga dapat memberikan gambaran yang

representatif terkait implementasi sinergi antar-stakeholder dalam meningkatkan

IDM .
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3.4 Sumber Data

Terdapat dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini,

sebagai berikut:

1.

Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data
kepada pengumpul data atau peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2018).
Pengumpulan data primer dikumpulkan peneliti untuk menjawab
pertanyaan penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari
opini informan yang diteliti, berupa jawaban dari wawancara, hasil

observasi terhadap objek yang diteliti dan hasil pengujian.

. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber kedua.
Sumber datanya yaitu dari dokumen-dokumen tertulis, buku-buku teks,
jurnal, artikel, majalah, dan berbagai hasil pembicraaan lain yang
berfungsi untuk mendukung sumber objek dan objek primer (Prastowo,
2012). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber yang

relevan.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dengan wawancara yaitu membangun makna dalam

suatu topik tertentu dengan bertemunya dua orang atau lebih yang saling bertukar

ide dan informasi melalui tanya jawab (Sugiyono, 2017). Pada wawancara

kualitatif, peneliti melaksanakan wawancara secara langsung dengan narasumber.
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Wawancara tersebut melibatkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terstruktur dan
umumnya terbuka tujuannya untuk memperoleh pandangan serta pendapat dari para
narasumber (Creswell, 2014). Dalam penelitian ini, peneliti akan melaksanankan
wawancara secara langsung kepada narasumber dengan menggunakan pertanyaan
yang sistematis, jelas dan diarahkan sesuai Adapun panduan pertanyaan dalam sesi

wawancara mendalam yang akan dilakukan adalah sebagaimana tabel berikut, untuk

mendapatkan informasi terkait dengan:

®

Peran dan tanggung jawab stakeholder dalam meningkatkan IDM.

b. Tingkat komunikasi dan kolaborasi antar-stakeholder.

c. Kendala dalam sinergi dan solusi yang diterapkan.

d. Dampak sinergi terhadap IDM, baik dari dimensi sosial, ekonomi, maupun
lingkungan.

e. Masalah penelitian, sehingga peneliti bisa mendapatkan informasi yang

benar dan akurat.

Tabel 3.5.1 Instrumen Wawancara Penelitian Dengan Informan Camat

No | Variable | Informan | Instrumen

I Peran dan tanggung jawab stakeholder dalam meningkatkan IDM

1 Peran strategis | Camat 1. Apa strategi utama yang Anda gunakan

sebagai Camat untuk mengarahkan

dalam peningkatan IDM di seluruh desa di
peningkatan Kecamatan Sragi?

2. Dalam dimensi sosial, ekonomi, dan

idm lingkungan, aspek mana yang menjadi
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Pendekatan
dalam
mendorong

stakeholder

prioritas utama Anda, dan bagaimana
langkah strategis untuk mencapainya?
Bagaimana Anda memimpin
kolaborasi  antara  kepala  desa,
pendamping desa, dan perangkat
kecamatan untuk memastikan sinergi
dalam mencapai target IDM?

Prioritas dalam
peningkatan

IDM

. Apa langkah-langkah yang Anda

lakukan untuk memastikan semua
stakeholder, seperti kepala desa,
pendamping desa, dan perangkat
kecamatan, memahami peran mereka
dalam meningkatkan IDM?

Apa metode atau  mekanisme
koordinasi yang Anda terapkan untuk
menyatukan persepsi dan tindakan
antara stakeholder dalam menjalankan
program pembangunan desa?

. Bagaimana Anda memotivasi

stakeholder untuk terlibat aktif dalam
program-program yang mendukung

peningkatan IDM?
Jika terjadi hambatan komunikasi atau
perbedaan pandangan antar-

stakeholder, bagaimana pendekatan
Anda dalam menyelesaikan masalah
tersebut?

. Dalam upaya meningkatkan Indeks

Desa Membangun, aspek sosial,
ekonomi, atau lingkungan mana yang
Anda anggap paling penting untuk
diprioritaskan di Kecamatan Sragi, dan
mengapa?

Bagaimana Anda menentukan
program-program pembangunan yang
harus diprioritaskan untuk
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Monitoring dan
evaluasi peran

stakeholder

mendongkrak IDM di desa-desa
Kecamatan Sragi?

. Bagaimana pendekatan Anda terhadap

desa-desa yang memiliki tantangan
lebih besar dalam meningkatkan IDM?
Apakah ada kebijakan atau program
khusus untuk desa dengan kendala
tertentu?

. Bagaimana Anda memantau

pelaksanaan peran setiap stakeholder
dalam program pembangunan desa
yang bertujuan meningkatkan IDM?
Apa indikator yang Anda gunakan
untuk mengevaluasi kinerja
stakeholder dalam pencapaian Indeks
Desa Membangun?

Setelah melakukan evaluasi terhadap
kinerja stakeholder, langkah apa yang
Anda  ambil untuk  mengatasi
kekurangan  atau  masalah  yang
ditemukan dalam pelaksanaan
program?

Tabel 3.5.2 Instrumen Wawancara Penelitian Dengan Informan Sekcam

No

Variable

| Informan | Instrumen

II

Tingkat komunikasi dan kolaborasi antar-stakeholder

1

Frekuensi

komunikasi

antar

stakeholder

Sekcam

1.

Seberapa sering anda mengadakan
pertemuan atau rapat koordinasi
dengan stakeholder lainnya, seperti
kepala desa, pendamping desa, atau
pihak terkait lainnya?

Apakah ada jadwal rutin atau forum
tertentu  yang disepakati untuk
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Jenis
komunikasi
yang

digunakan

memastikan ~ komuinikasi  antar-
stakeholder berjalan dengan baik?
Dalam menghadapi kendala atau
permasalahan di lapangan, seberapa
cepat komunikasi antar stakeholder
dapat dilakukan untuk mencari solusi
bersama?

Kualitas

komunilasi

antar-

stakeholder

. Apa jenis komunikasi yang paling

sering anda  gunakan  dalam
berkoordinasi dengan stakeholder
lainnya, apakah tatap muka, telepon,
atau melalui aplikasi digital seperti
whatsapp atau telegram? (Sekcam)
Apakah ada tantangan atau kendala
yang anda temui terkait dengan jenis
komunikasi tertentu dalam koordinasi
antar-stakeholder? ( Sekcam)

. Apakah kualitas komunikasi antar-

stakeholder - selama ini  sudah
mendukung upaya peningkatan IDM,
terutama dalam  menyelaraskan
pemahaman tentang indikator IDM di
tingkat  sosial, ekonomi, dan
lingkungan?

. Bagaimana = komunikasi antar-

stakeholder memengaruhi
kemampuan desa untuk
merencanakan dan melaksanakan
program-program  yang  relevan
dengan peningkatan dimensi IDM?
Apakah ada  hambatan  yang
mengurangi efektivitasnya?
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Tabel 3.5.3 Instrumen Wawancara Penelitian Dengan Informan Kasi PMD

No

Variable

| Informan | Instrumen

I

Tingkat komunikasi dan kolaborasi antar-stakeholder

1

Tingkat
kolaborasi
antar-

stakeholder

Kasi

PMD

1.

Bagaimana bentuk kolaborasi antara
stakeholder,  seperti  kecamatan,
kepala desa, dan pendamping desa,
dalam menyusun program yang
secara langsung mendukung
peningkatan indikator IDM?

Apakah ada mekanisme atau forum
khusus yang digunakan untuk
memastikan kolaborasi antar-
stakeholder berjalan efektif dalam
memonitor dan  mengevaluasi
pencapaian  IDM?  Jika  ada,
bagaimana  mekanisme tersebut
bekerja?

Sejauh mana Anda merasa bahwa
kolaborasi antar-stakeholder saat ini
telah mendukung tercapainya target
peningkatan IDM? Apa saja yang
perlu ditingkatkan agar kolaborasi
tersebut lebih optimal?

Resolusi
konflik ‘dan
penyelesaian

masalah

. Ketika terjadi perbedaan pendapat

antara stakeholder, seperti
kecamatan, kepala desa, atau
pendamping desa, dalam menentukan
prioritas program peningkatan IDM,
bagaimana konflik tersebut biasanya
diselesaikan?

Apakah terdapat prosedur atau
langkah-langkah  tertentu  yang
disepakati bersama untuk
menyelesaikan masalah yang timbul
dalam pelaksanaan program yang
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3.

berkaitan dengan IDM? Jika ada,
bagaimana penerapannya?

Bisakah Anda memberikan contoh
kasus konflik yang pernah terjadi
antara stakeholder terkait program
IDM, dan bagaimana proses resolusi

konflik tersebut memengaruhi hasil
pembangunan desa?

Tabel 3.5.4 Instrumen Wawancara Penelitian Dengan Informan Ketua

Paguyuban Kepala Desa
No | Variable Informan | Instrumen

IV | Peran dan tanggung jawab stakeholder dalam meningkatkan IDM
1 Prioritas dalam | Ketua 1. Dalam wupaya meningkatkan
‘ Indeks  Desa = Membangun,
peningkatan IDM | Pauyuban aspek - sosial, ekonomi, atau
| — lingkungan .mana y?ng Anda
anggap paling penting untuk
Desa diprioritaskan di Kecamatan

Sragi, dan mengapa?
Bagaimana Anda menentukan
program-program
pembangunan  yang  harus
diprioritaskan untuk
mendongkrak IDM di desa-desa
Kecamatan Sragi?

. Bagaimana pendekatan Anda

terhadap  desa-desa  yang
memiliki tantangan lebih besar
dalam meningkatkan IDM?
Apakah ada kebijakan atau
program khusus untuk desa
dengan kendala tertentu?
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Kendala dalam sinergi dan solusi yang diterapkan

Hambatan
pemahaman

terhadap IDM

Ketua

Pauyuban

Kepala

Desa

1.

Sejauh mana pemahaman Anda
terhadap tiga dimensi dalam
Indeks Desa  Membangun
(sosial, ekonomi, dan
lingkungan)?

. Apakah Anda pernah mengikuti

pelatihan atau sosialisasi terkait
indikator dan pengukuran IDM?
Jika ya, bagaimana dampaknya
terhadap peran Anda?

Apa kendala utama yang Anda
alami dalam memahami
indikator IDM dan cara
penerapannya di desa?
Bagaimana upaya yang
dilakukan oleh kecamatan atau
pihak lain untuk meningkatkan
pemahaman Anda tentang
IDM? Apakah menurut Anda
upaya tersebut sudah efektif?

Ketidakseimbangan
peran dan tanggung

jawab

. Apakah peran dan tanggung

jawab Anda dalam upaya
peningkatan IDM sudah jelas?
Bagaimana peran tersebut
diintegrasikan dengan peran
stakeholder lainnya?

. Apakah Anda pernah

mengalami  tumpang  tindih
peran atau merasa ada
kekosongan tanggung jawab
yang seharusnya ditangani oleh
stakeholder lain? Jika ya,
bagaimana hal itu memengaruhi
kinerja tim?
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3. Menurut Anda, bagaimana cara

terbaik  untuk  menghindari

ketidakseimbangan dalam
peran dan tanggung jawab
antar-stakeholder, terutama

dalam konteks pengelolaan
program IDM?

VI | Dampak sinergi terhadap IDM, baik dari dimensi sosial, ekonomi, maupun
lingkungan

1 Mitigasi Risiko | Ketua 1. Bagaimana koordinasi dan
sinergi antar-stakeholder telah
Bencana Pauyuban membantu mempersiapkan desa
ek dalam menghgdapi ) risiko
bencana, seperti banjir atau

Desa kekeringan?

Program atau langkah mitigasi
apa vyang telah dilakukan
melalui sinergi stakeholder, dan
bagaimana dampaknya terhadap
keamanan serta kesejahteraan
masyarakat desa?

Tabel 3.5.5 Instrumen Wawancara Penelitian Dengan Informan Koordinator

Tenaga Ahli Kabupaten
No | Variable \ Informan \ Instrumen
VII | Dampak sinergi terhadap IDM, baik dari dimensi sosial, ekonomi,
maupun lingkungan
1 Peningkatan Koordinator 1. Bagaimana Anda menilai
tingkat kepercayaan antar-
Kepercayaan Tenaga stakeholder, seperti

kecamatan, kepala desa, dan
pendamping desa, dalam
proses  perencanaan  dan
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Antar-

Stakeholder

Peningkatan
Kapasitas SDM

Stakeholder

Pertumbuhan

Ekonomi Lokal

Ahli

Kabupaten

pelaksanaan program
peningkatan IDM?

. Apakah ada pengalaman atau

strategi tertentu yang
membantu membangun dan
meningkatkan  kepercayaan
antar-stakeholder dalam upaya
meningkatkan IDM?

. Apa saja kebutuhan

pengembangan kapasitas yang
menurut Anda masih perlu
dipenuhi untuk meningkatkan
efektivitas kerja dalam sinergi
antar-stakeholder?

Sejauh mana pelatihan atau
pendampingan yang diberikan
telah meningkatkan kapasitas
Anda atau pihak lain dalam
menjalankan = peran  untuk
mendukung peningkatan
IDM?

. Bagaimana sinergi antara

stakeholder kecamatan, kepala
desa, dan pendamping desa
telah  berkontribusi  pada
pengembangan usaha mikro,
kecil, dan menengah (UMKM)
di desa-desa Anda?

. Program atau inisiatif apa

yang telah berhasil
meningkatkan pendapatan
masyarakat desa, dan
bagaimana kontribusi dari
setiap  stakeholder  dalam
pelaksanaannya?
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4 Kualitas Layanan 1. Bagaimana sinergi antar-
. stakeholder telah membantu
Sosial meningkatkan akses
masyarakat terhadap layanan
dasar  seperti  pendidikan,
kesehatan, dan infrastruktur

sosial?

2. Apa saja tantangan yang
dihadapi dalam memastikan
layanan sosial yang
berkualitas, dan bagaimana
peran masing-masing
stakeholder dalam
mengatasinya

Tabel 3.5.6 Instrumen Wawancara Penelitian Dengan Informan
Pendamping Desa
No | Variable Informan Instrumen
VI | Kendala dalam sinergi dan solusi yang diterapkan
1 Kesenjangan Pendamping 1. Seberapa sering Anda
berkomunikasi dengan
komunikasi antar- | Desa

stakeholder

stakeholder lain (kecamatan,
kepala desa, pendamping
desa, atau tenaga ahli) dalam

membahas program
peningkatan IDM?

Apa saja kendala yang Anda
alami dalam proses
komunikasi dengan

stakeholder  lain,  seperti
perbedaan pemahaman atau
kurangnya kejelasan
informasi?

Menurut  Anda,  apakah
mekanisme komunikasi yang
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saat ini digunakan, seperti
rapat koordinasi atau
penggunaan teknologi, sudah
memadai? Jika tidak, apa
yang perlu ditingkatkan?

2 Perbedaan 1. Bagaimana Anda melihat
perbedaan kepentingan dan
prioritas antara stakeholder,
seperti  kecamatan, kepala
desa, dan pendamping desa,
dalam program peningkatan
IDM?

2. Apakah Anda pernah
menghadapi situasi di mana

Kepentingan dan

Prioritas

perbedaan prioritas antara
stakeholder menghambat
pelaksanaan program
pembangunan desa?
Bagaimana masalah tersebut
diselesaikan?

3. Menurut Anda, apa yang perlu
dilakukan untuk
menyelaraskan prioritas
antar-stakeholder agar
program peningkatan IDM
berjalan lebih efektif?

Wawancara dilakukan secara tatap muka dan direkam dengan izin informan
untuk memastikan data yang diperoleh akurat dan komprehensif (Kvale &

Brinkmann, 2009).
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3.5.1 Observasi Partisipatif
Peneliti mengamati secara langsung proses interaksi dan kolaborasi
antar-stakeholder, seperti rapat koordinasi dan pelaksanaan program
pembangunan. Observasi ini bertujuan memahami dinamika sinergi secara

kontekstual dan melengkapi data hasil wawancara.

3.5.2  Studi Dokumentasi
Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan
menelaah berbagai dokumen tertulis, gambar, atau rekaman yang
berkaitan dengan fenomena yang diteliti. Menurut Sugiyono (2017)
dokumentasi. merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa
berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.
Studi dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap metode observasi dan
wawancara dalam penelitian kualitatif, sehingga dapat memperkuat
validitas data dengan mengkaji sumber-sumber tertulis maupun visual
yang relevan. Dengan demikian, metode ini memungkinkan peneliti
untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam, objektif, serta dapat

diverifikasi dari berbagai sumber yang terdokumentasi.

Dokumen yang dianalisis mencakup beberapa data yang didapati dari beberapa

sumber:
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a. Data IDM Kecamatan Sragi
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Gambar 3.5-1 Data IDM Kecamatan Sragi

Sumber: Data Indeks Desa Membangun, 2024
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Gambar 3.5-2 Data Progress IDM Per Desa di Kecamatan Sragi 2024

Sumber: Data Indeks Desa Membangun, 2024
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Dari kedua gambar idm diatas menunjukkan bahwa masih banyak desa yang
skor idm nya berkembang, dimana Dana Desa sudah sudah berlangsung dari tahun
2015, tetapi desa masih dalam status berkembang dan belum banyak mengalami

peningkatan dan perubahan yang signifikan.

Dibandingkan dengan kecamatan lain, nilai IDM di kecamatan Sragi
termasuk dalam kondisi yang stagnan selama berlangsungnya dana desa, sedangkan
di kecamatan lain setiap tahunnya minimal satu atau dua desa yang nilai Idm nya

meningkat.

b. Laporan pelaksanaan program pembangunan desa dari Sistem Keuangan

Desa (Siskeudes).
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Gambar 3.5-3 Data Penyerapan Dana Desa 2024

Sumber: Sistem Keuangan Desa dari Aplikasi Kementrian Dalam Negeri, 2024

37



Gambar diatas adalah laporan penyerapan dana desa dalam pelaksanaan

program pembangunan yang ada didesa melalui sistim keuangan desa (Siskeudes).

Penyerapan kegiatan yang dilaksanakan selama satu tahun, masih ada beberapa

kegiatan yang belum terserap dengan baik. Sehingga menjadi masalah tersendiri

dalam menigkatkan kualitas pembangunan yang ada di desa.

c. Laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dari aplikasi Monev DD.
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Gambar 3.5-4 Data Realisasi Dana Desa Kementrian Desa PDTT

Sumber: Aplikasi Monev Dana Desa dari Kementrian Desa PDTT, 2024
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Gambar diatas adalah data penyerapan dana desa tahun 2024 yang terdiri dari

data pembangunan fisik dan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh desa dan

dilaporkan melalui aplikasi Monev DD Kemendesa PDTT.

d. Laporan penyerapan kegiatan pembangunan desa dari Aplikasi Omspan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
i
il DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
i PEMDA KAB. PEKALONGAN
DATA PENYERAPAN DANA DESA - SUMMARY DESA
No PEMOA DESA REALISAS!
1 D308 - KA. PERALONGAN Bulaipeie, Kec Sragi- 326102010 443584200
z D08 < KAB. PERAL GHGAN Bulaksart, Keo Srag « 3328102008 1151 483 600
i D308 - AR, PEKALONGAN Gebangkerep, Kec Srag 326102011 258,608,000
i (308 - MAB. PEKALONGAN Kabfambe. Kec Srag . 3326102005 438.150.000
5 [08 - KAB. PERAL GHGAN Ketlnggaran, Kec Srag - 3328102013 R0 12.000
1 D308 - HABR. PEKALONGAN Ketarcmageng, Hec. Srag - 1326102001 15480000
f 0306 + KAB. PEKALONGAN Klumpasan, Kec Sragi - 26102014 S40.0am400
1 D3CA - KAB. PEKALONGAN Krssageng, Kee Srag - JR26102007 B2 A0
§ D308 - KAB. PEKALONGAN Mrcan, Koo Srag - 102002 9,650 800
L] D308 - KAB. PEKAL GNGAN l’\lwmn.Kt(Smg‘-B!Iﬁlmiﬁ 153,248 200
n D3GR - KAR. PERALONGAN Fursorejo, KezSragi - SRE102012 601,108,000
s D308 - KAB. PEKALONGAN Sigru, Keo Srag - 226102008 0.241.000
n D408 < KAB. PEKALONGAN Sumubkidul, Kec Sragi » 126102004 404808 400
" D308 « KAD. PEKALONGAN Surmubiy, Ker Sragl « SRG10206 1006487 D00
% {308 - Kall. PERALONGAN Tegalonsar, Kee Sragl - X326102018 1,181 260,000
13 [ae - KAR. PEKALONGAN Tegaisurun, Kec Sragi - 3328102008 4RHIE0
Jumiah 10870 649 200
hal : § danl | halaman
Lngoal ook | 040225 125713 olats - PEMDA KAB. PEHALONGAN

Gambar 3.5-5 Data Penyerapan Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

Sumber: Aplikasi Omspan Kabupaten Pekalongan, 2024

39




Gambar diatas merupakan laporan keuangan dari dana desa yang telah diserap
dan dilaksanakan oleh desa selama satu tahu, apakah telah diserap semuanya atau

masih menyisakan anggaran atau silpa.

Studi dokumentasi ini memberikan landasan faktual untuk mendukung hasil

analisis kualitatif.

3.6 Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman,

dan Saldana (2014), yang meliputi tiga tahap utama:

1. Reduksi Data
Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi
dirangkum, disaring, dan difokuskan pada informasi yang relevan dengan
tujuan penelitian.

2. Penyajian Data
Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel,
atau diagram untuk mempermudah interpretasi.

3. Penarikan Kesimpulan
Peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang disajikan untuk
menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Proses ini

dilakukan secara literatif dengan validasi data dari berbagai sumber.
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BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitan

Kecamatan Sragi terletak di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, dan terdiri
dari beberapa desa dengan karakteristik yang beragam, baik dari segi sosial,
ekonomi, maupun lingkungan. Wilayah ini memiliki potensi ekonomi berbasis
pertanian, perdagangan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah, yang menjadi
sektor utama dalam pengembangan desa. Selain itu, Kecamatan Sragi juga
menghadapi tantangan dalam peningkatan infrastruktur dasar dan akses layanan
sosial, terutama di desa-desa dengan kategori berkembang dan tertinggal menurut
Indeks Desa Membangun (IDM). Dengan adanya berbagai dinamika ini, penelitian
ini berfokus pada bagaimana sinergi antar-stakeholder dapat meningkatkan IDM

dan mempercepat pembangunan desa yang lebih berkelanjutan.

4,2 Temuan Penelitian

4.2.1 Pengumpulan Data

Data yang diperoleh merupakan data dari hasil wawancara dengan beberapa
informan yang merupakan stakeholder terkait dan memahami kontribusi masing-
masing dalam proses pembangunan desa. Dalam konteks peningkatan Indeks Desa

Membangun (IDM), stakeholder yang terlibat terdiri dari pemerintah kecamatan,
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pendamping desa, kepala desa, masyarakat desa, serta pihak lain seperti tenaga ahli

kabupaten.

Berikut adalah Berikut adalah data informan yang peneliti peroleh adalah sebagai

berikut:
Tabel 4.2.1 Analisis Deskripsi Informan
Informan Jenls- Usia Jabatan Atasan Langsung
Kelamin
1 Laki-Laki 54 Camat Bupati
tahun
2 Laki-Laki S Sekcan Camat
tahun
3 Perempuan 48 Kasi PMD Camat
tahun
4 Laki-Laki 32 Pendamping Tenaga Ahli Kabupaten
tahun | Desa
5 Laki-Laki 53 Kepala desa Camat
tahun | Bulaksari
6 Perempuan 42 Koordinator Koordinator Tenaga Ahli
tahun | Tenaga Ahli Provinsi
Kabupaten

Implementasi Peran dan Tanggung Jawab Stakeholder dalam

Meningkatkan IDM terdiri dari 4 (empat) dimensi yaitu

1. Peran dan Tanggung Jawab Stakeholder dalam Meningkatkan IDM

Setiap stakeholder dalam pembangunan desa memiliki peran yang spesifik
berdasarkan tugas pokok dan fungsi mereka. Dalam konteks peningkatan Indeks
Desa Membangun (IDM), peran ini dapat diidentifikasi melalui tahapan

perencanaan, implementasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Berikut adalah
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penjelasan rinci tentang peran masing-masing stakeholder dan tingkat
efektivitasnya.
Tabel 4.2.2 Peran spesifik stakeholder dan Efektifitas
Stakeholder Peran Spesifik Tingkat Efektivitas
Camat 1. Mengkoordinasi kebijakan | Tinggi, karena  Camat
pembangunan antar desa | memiliki peran strategis
dan kecamatan dalam merumuskan
2. Menetapkan prioritas | kebijakan dan
pembangunan mengkoordinasi semua
3. Memastikan sinkronisasi | kegiatan pembangunan di
program pemerintah | tingkat kecamatan.
daerah dan desa
Sekcam I. Membantu Camat dalam | Moderat, karena lebih
koordinasi dan | berfokus pada
pelaksanaan kebijakan implementasi program dan
komunikasi antar
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Menjadi penghubung
antara pemerintah

kecamatan dan desa.

stakeholder tingkat

kecamatan dan desa.

Kasi PMD . Menyusun dan mengawasi | Tinggi, berperan sebagai
pelaksanaan program | penggerak dalam
pemberdayaan masyarakat | memastikan program
desa. pembangunan berbasis
Membimbing kepala desa | pemberdayaan masyarakat
dalam penerapan | berjalan dengan baik di
kebijakan pembangunan. | desa-desa.

Pendamping .. Memberikan Tinggi, karena

Desa pendampingan langsung | pendamping desa terlibat

kepada masyarakat desa
dalam merencanakan dan
mengimplementasikan

program pembangunan.

. Membantu dalam

pengelolaan sumber daya

dan pendanaan desa.

langsung dalam kegiatan
pemberdayaan masyarakat
dan menjadi fasilitator
dalam peningkatan

kapasitas masyarakat.
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Ketua 1. Memimpin perencanaan, | Tinggi, karena kepala desa
Paguyuban pelaksanaan, dan evaluasi | memiliki peran utama
Kepala Desa pembangunan desa. dalam manajemen sumber
2. Memastikan adanya | daya dan pengambilan
kolaborasi antar- | keputusan penting yang
stakeholder di desa. langsung  mempengaruhi
hasil pembangunan desa.

Koordinator 1. Memberikan arahan teknis | Tinggi, karena Koordinator
Tenaga Ahli dan rekomendasi strategis | Tenaga Ahli  berperan
Kabupaten dalam penyusunan | penting dalam memberikan
program pembangunan di | rekomendasi berbasis data
desa. dan  keahlian untuk
2. Menyediakan dukungan | meningkatkan efektivitas
teknis dalam berbagai | program pembangunan

aspek pembangunan. desa.

2. Tingkat komunikasi dan kolaborasi antar-stakeholder.

Sinergi dalam konteks pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh kualitas

komunikasi dan kolaborasi antar-stakeholder. Desain deskriptif kualitatif

digunakan untuk mengevaluasi:

a. Frekuensi dan kualitas komunikasi: Apakah komunikasi dilakukan secara

rutin, informal, atau hanya pada momen tertentu seperti rapat koordinasi.
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. Alat komunikasi yang digunakan: Apakah stakeholder memanfaatkan
teknologi seperti WhatsApp, email, telepon atau rapat formal untuk
menyampaikan informasi.

Harmonisasi visi: Mengukur sejauh mana stakeholder memiliki pemahaman

yang sama tentang target IDM.

. Kendala dan solusi dalam sinergi.
Setiap bentuk kerja sama menghadapi tantangan. Penelitian ini

bertujuan mengungkap:

Kendala struktural: Misalnya, keterbatasan anggaran, kurangnya kapasitas
SDM, atau regulasi yang tidak fleksibel.
Kendala sosial: Misalnya, konflik kepentingan antar-stakeholder,

ketidakpercayaan, atau minimnya partisipasi masyarakat desa.

Selain mengidentifikasi kendala, pendekatan ini juga menggali

solusi yang telah diterapkan, seperti:

Pelatihan bersama: Untuk meningkatkan pemahaman tentang IDM dan tata
kelola.
. Rapat koordinasi berbasis data: Untuk memastikan semua stakeholder

memiliki referensi yang sama dalam pengambilan keputusan.

Analisis ini memberikan wawasan yang dapat diterapkan dalam

konteks lain untuk mengatasi kendala kolaborasi.
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4. Dampak Sinergi terhadap IDM dari Dimensi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan

Desain deskriptif kualitatif digunakan untuk mengevaluasi dampak sinergi

terhadap kenaikan IDM. Sinergi yang baik biasanya berdampak pada:

a. Dimensi sosial: Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
dan akses layanan publik.

b. Dimensi ekonomi: Peningkatan pendapatan masyarakat melalui program
pemberdayaan, seperti pelatihan usaha dan ketrampilan.

c. Dimensi lingkungan: Implementasi program kebersihan, sanitasi, dan

pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Indikator dari peningkatan Indeks Desa Membangun ( IDM), Dapat dilihat dari

tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2.3Indikator Indeks Desa Membanguan

No | Indeks Dimensi Perangkat Indikator
Komposit Indikator Peritem
1 SOSIAL (IKS) KESEHATAN Pelayanan Jarak ke sarana
Kesehatan kesehatan
terdekat
Ketersediaan
Tenaga
Kesehatan (
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Bidan, Dokter,
dan Nakes
lainnya)
Keberdayaan | Akses ke
masyarakat poskesdes,
untuk polindes dan
kesehatan posyandu
Tingkat
Aktivitas
Posyandu
Jaminan Tingkat
Kesehatan kepesertaan
BPJS
PENDIDIKAN Akses Akses
Pendidikan Pendidikan
Dasar- Dasar SD/MI<3
Menengah Km
Akses
Pendidikan
SMP/MTs < 6
Km

48




Akses

Pendidikan

SMA/SMK/MA

<6 Km

Akses

Pendidikan

Non-Formal

Kegiatan PAUD

Kegiatan
PKBM/Paket A-

B-C

Kegiatan Kursus

Akses
Pengetahuan

Masyarakat

Taman Bacaan
Masyarakat atau
Perpustakaan

Desa

MODAL SOSIAL

Solidaritas

Sosial

Kebiasaan

Gotong Royong

Keterbukaan

Ruang Publik

Terdapat
Kelompok

Olahraga
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Terdapat
Kegiatan

Olahraga

Toleransi

Keberagaman
Suku/Etnis  di

Des

Bahasa Sehari-

hari Warga Desa

Agama
Mayoritas

Warga Desa

Rasa aman

warga desa

Tersedianya
Sarana
Poskamling  di

Desa

Partisipasi
Warga

Siskamling

Kejadian
Perkelahian

Massal di Desa
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Kesejahteraa

n Sosial

Terdapat Akses
ke Sekolah Luar

Biasa

Terdapat
Penyandang

Kesejahteraan
Sosial

(Anjal

dan Pengemis)

PERMUKIMAN

Akses Air
Bersih dan
Layak

Minum

Mayoritas
Warga Memiliki
Sumber Air

Layak Minum

Akses  Warga
Memiliki Air
Mandi da

Mencuci

Akses ke

Fasilitas

Sanitasi

Mayoritas
Warga Memiliki

Jamban

Terdapat

Tempat
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Pembuangan

Sampah
Akses ke | Jumlah Keluarga
Fasilitas yang telah
Listrik memiliki aliran
listrik
Akses Warga Memiliki
Fasilitas Telepon Seluler
Informasi dan | dan Sinyal Kuat
Komunitas Akses Internet di
Kantor Desa
Terdapat Akses
Internet  untuk
warga
EKONOMI KERAGAMAN Keragaman Terdapat Lebih
(IKE) PRODUKSI produksi dari Satu Jenis
Masyarakat Kegiatan
Desa Ekonomi
Penduduk
PERDAGANGAN Akses Penduduk

ke Pusat

52




Tersedinya
Pusat

Perdagangan

Perdagangan
(pertokoan,

Pasar Permanen)

Terdapat  Psar

Desa

Terdapat Sektor
Perdagangan  (
arung

Minimarket)

AKSES

DISTRIBUSI

Akses
Distribusi

Logistik

Terdapat Kantor
Pos dan Jasa

Logistik

AKSES KREDIT

Tersedianya
Lembaga
Perbankan

Umum dan PBR

Akses Penduduk

ke Kredit

LEMBAGA

EKONOMI

Lembaga

Ekonomi

Tersedianya
Lembaga

Ekonomi Rakyat
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(Koperasi) /

Bumdesa

Terdapat usaha
Kedai Makanan,
Restoran, Hotel

dan Penginapan

KETERBUKAAN

WILAYAH

Keterbukaan

Wilayah

Terdapat Moda
(Angkutan

Umum, Trayek
Reguler dan Jam

Operasi)

Jalan yang Dapat
dilalui oleh
Kendaraan

Bermotor Roda
atau

Empat

Lebih

Kualitsa  Jalan

Desa

LINGKUNGAN

(IKL)

KUALITAS

LINGKUNGAN

Kualitas

Lingkungan

Pencemaran Adir,

Udara dan Tanah
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POTENSI  DAN | Potensi Kejadian
TANGGAP Rawan Bencana Alam (
BENCNA Bencana Banjir,  Tanah
Longsor,
Kebakaran
Hutan)
Tanggap Upaya/Tindakan
Bencana terhadap Potensi
Bencana Alam

Sumber: Indikator Indeks Desa Membangun

Penelitian ini juga mengidentifikasi keterkaitan antara tingkat sinergi dan
peningkatan nilai IDM. Misalnya, sinergi yang kuat dalam implementasi program
seringkali berkontribusi pada keberhasilan = dalam memenuhi indikator

pembangunan.

Pada bab hasil penelitian dan pembahasan ini diuraikan mengenai hasil
observasi, hasil wawancara, hasil penelitian, dan pembahasan dari penelitian yang
berfokus pada sinergi antara stakeholder kecamatan dan pendamping desa dalam
meningkatkan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan Sragi, Kabupaten
Pekalongan. Penelitian ini dilakukan dengan mencari informan yang memenuhi
kriteria yang telah ditetapkan, yaitu stakeholder yang berperan aktif dalam proses

peningkatan IDM, seperti Camat, Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pemberdayaan
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Masyarakat Desa (Kasi PMD), Kepala Desa, Pendamping Desa, dan Tenaga Ahli

Kabupaten.

Peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan bagian integral dari
upaya pembangunan desa yang berkelanjutan, bertujuan untuk mengangkat
kesejahteraan masyarakat desa melalui pendekatan multidimensional yang
mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kecamatan Sragi, sebagai lokasi
penelitian ini, memiliki karakteristik unik yang mencerminkan beragam tantangan
serta peluang dalam meningkatkan IDM di desa-desa yang berada dalam wilayah
administratifnya. Dengan kondisi geografis, sosial, dan ekonomi yang bervariasi,
setiap desa di Kecamatan Sragi menghadapi tantangan yang berbeda-beda dalam
meningkatkan status IDM-nya, sehingga dibutuhkan strategi yang adaptif dan

berbasis pada kebutuhan lokal.

Dalam konteks ini, keberhasilan pembangunan desa tidak hanya bergantung
pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau daerah, tetapi juga
pada efektivitas sinergi antar-stakeholder dalam mengimplementasikan program
pembangunan secara konkret di lapangan. Pemerintah kecamatan, kepala desa,
pendamping desa, serta tenaga ahli kabupaten memiliki peran masing-masing yang
saling berkaitan dan harus dijalankan dengan optimal untuk mencapai target
peningkatan IDM. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha mengungkap bagaimana
interaksi antar-stakeholder berjalan, strategi apa yang diterapkan dalam

menghadapi berbagai kendala, serta bagaimana efektivitas kolaborasi dapat
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ditingkatkan agar program-program pembangunan desa lebih berdampak secara

nyata.

Sebagai bagian dari metode penelitian ini, wawancara mendalam dilakukan
dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan,
serta evaluasi program peningkatan IDM. Melalui wawancara ini, diperoleh
pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana peran masing-masing
stakeholder dijalankan, bagaimana mekanisme komunikasi dan koordinasi
diterapkan, serta bagaimana mereka merespons berbagai kendala yang muncul
selama proses pembangunan desa. Wawancara juga mengungkapkan sejauh mana
efektivitas program-program pembangunan yang telah berjalan, baik dalam
meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa maupun dalam memperbaiki

indikator-indikator IDM yang menjadi tolok ukur kemajuan desa.

Hasil wawancara ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai dinamika
kerja sama antar-stakeholder, tetapi juga mengungkap berbagai faktor penghambat
yang sering muncul dalam pelaksanaan program pembangunan desa. Kendala
seperti perbedaan prioritas antar-pemangku kepentingan, kurangnya pemahaman
yang seragam mengenai indikator IDM, hingga keterbatasan sumber daya dan
pendanaan menjadi beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam menyusun
strategi perbaikan ke depan. Selain itu, wawancara juga memberikan wawasan

mengenai bagaimana setiap stakeholder mengatasi perbedaan pandangan serta
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bagaimana mereka menyusun solusi yang paling memungkinkan untuk

meningkatkan efektivitas pembangunan desa.

Selain membahas tantangan, wawancara ini juga mengungkap berbagai strategi
yang telah diterapkan dalam meningkatkan IDM di Kecamatan Sragi. Dari
perspektif Camat dan perangkat kecamatan, misalnya, diketahui bahwa pendekatan
berbasis koordinasi lintas sektor menjadi salah satu strategi utama dalam
memastikan bahwa setiap program pembangunan berjalan secara harmonis dan
terintegrasi. Sementara itu, kepala desa dan pendamping desa memberikan
wawasan mengenai bagaimana program-program tersebut diimplementasikan di
tingkat desa serta bagaimana respons masyarakat terhadap upaya pembangunan

yang dilakukan.

Lebih jauh, wawancara ini juga membahas sejauh mana sinergi antar-
stakeholder berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan desa. Dengan
menggali pengalaman langsung dari para pelaku pembangunan desa, penelitian ini
dapat menyajikan analisis yang lebih mendalam mengenai efektivitas kebijakan
yang telah diterapkan serta mereckomendasikan langkah-langkah strategis untuk

meningkatkan keberhasilan program peningkatan IDM.

Dengan demikian, wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini tidak hanya
menjadi sumber data utama, tetapi juga memberikan landasan yang kuat untuk
memahami dinamika sinergi antar-stakeholder dalam konteks pembangunan desa.

Data yang diperoleh dari wawancara ini akan diuraikan lebih lanjut dalam bagian
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berikut, dengan fokus pada aspek-aspek utama yang menjadi perhatian penelitian,
termasuk peran stakeholder, tingkat komunikasi dan kolaborasi, tantangan yang
dihadapi, serta dampak dari sinergi yang telah terbentuk terhadap peningkatan IDM

di Kecamatan Sragi.

Untuk memperoleh data yang komprehensif, penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk memahami
secara mendalam peran dan sinergi antar-stakeholder dalam meningkatkan IDM.
Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan
informan terpilih, yang diwawancarai berdasarkan pedoman wawancara yang telah
disusun berdasarkan variabel penelitian.  Selain itu, observasi serta analisis

dokumen juga dilakukan guna memperkaya temuan penelitian ini.

Dalam tahap analisis, peneliti membuat daftar pertanyaan wawancara yang
disusun berdasarkan aspek utama dalam peningkatan IDM, meliputi peran dan
tanggung jawab stakeholder, tingkat komunikasi dan kolaborasi antar-stakeholder,
kendala yang dihadapi dalam sinergi, serta dampak sinergi terhadap peningkatan
IDM dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Setelah data terkumpul,
dilakukan analisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan untuk memperoleh gambaran mengenai pola sinergi dan efektivitas

kolaborasi antar-stakeholder di Kecamatan Sragi.

Peneliti juga melakukan beberapa tahapan wawancara yang difokuskan pada

peran masing-masing stakeholder dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga
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evaluasi program peningkatan IDM. Selain itu, wawancara ini juga menggali

berbagai tantangan yang dihadapi serta solusi yang telah diterapkan oleh masing-

masing stakeholder

dalam membangun sinergi untuk mencapai target

pembangunan desa yang lebih baik. Adapun jawaban masing-masing informan

akan disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 4.2.4 Rekapitulasi Instrumen dan Jawaban Informan Camat

dalam
peningkatan
idm

No | Variable Informan | Instrumen
I Peran dan tanggung jawab stakeholder dalam meningkatkan IDM
1 Peran strategis | Camat 1. Apa strategi utama yang Anda gunakan

sebagai Camat  untuk  mengarahkan
peningkatan IDM di seluruh desa di
Kecamatan Sragi?

Jadi, kalau bicara soal strategi, yang pertama
dan paling utama menurut saya adalah
memastikan semua desa punya pemahaman
yang sama tentang pentingnya IDM. Kadang
kan ada desa yang fokusnya masih ke hal lain,
jadi- tugas kami di kecamatan adalah
mengarahkan agar program-program yang
mereka jalankan juga berdampak langsung ke
peningkatan IDM.

Saya juga selalu mendorong sinergi antara
kepala desa, pendamping desa, dan perangkat
kecamatan.  Kami  sering  mengadakan
pertemuan  rutin  untuk  mengevaluasi
perkembangan setiap desa dan memastikan
mereka dapat dukungan yang dibutuhkan.
Selain itu, pendekatan berbasis data juga
penting. Kami melihat indikator mana yang
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masih lemah di tiap desa, lalu fokus
memperbaikinya dengan program yang tepat,
misalnya soal ekonomi desa, pendidikan, dan
infrastruktur atau kita tahu bersama bahwa
sragi  sering  terjadi  banjir  sehingga
pembangunan berbasis lingkungan menjadi
prioritas untuk meningkatkan IDM. Jadi,
strateginya lebih ke kombinasi koordinasi
yvang baik, pemanfaatan data yang akurat, dan
tentunya pendampingan yang intensif untuk
desa-desa yang masih perlu perhatian lebih

2. Dalam dimensi sosial, ekonomi, dan
lingkungan, aspek mana yang menjadi prioritas
utama Anda, dan bagaimana langkah strategis
untuk mencapainya?

Kalau melihat kondisi di Sragi, sebenarnya
ketiga aspek ini saling berkaitan, tapi yang
kami prioritaskan saat ini adalah ekonomi,
sosial, dan - lingkungan, terutama karena
beberapa desa di Sragi sering mengalami
banjir.

Di  bidang ekonomi, kami  berusaha
meningkatkan - kesejahteraan  masyarakat
dengan mendorong pertumbuhan UMKM dan
optimalisasi BUMDes. Ini penting karena
dengan —ekonomi  yang kuat, daya beli
masyarakat  meningkat, dan itu akan
berdampak ke aspek lainnya.

Dari  sisi  sosial, fokus kami adalah
meningkatkan  akses  pendidikan  dan
kesehatan. Kami terus berkoordinasi dengan
pihak sekolah dan desa untuk menekan angka
putus sekolah, serta memperkuat layanan
kesehatan di tingkat desa melalui posyandu
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dan Puskesmas. Selain itu, kami juga ingin
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan desa agar mereka lebih peduli
dengan kemajuan daerahnya sendiri.

Nah, untuk lingkungan, ini juga sangat krusial,
karena ada beberapa desa di Sragi yang sering
terkena banjir. Kami sudah mulai mengambil
langkah-langkah strategis seperti pengerukan
sungai, perbaikan saluran drainase, serta
mendorong desa agar lebih aktif dalam
program mitigasi bencana. Kami juga bekerja
sama dengan BPBD untuk memberikan
pelatihan tanggap  bencana  kepada
masyarakat, supaya mereka lebih siap ketika
menghadapi kondisi darurat. Ke depan, kami
ingin memastikan bahwa setiap desa punya
rencana . mitigasi  bencana - yang lebih
sistematis, < supaya dampak banjir bisa
diminimalisir.

Jadi, intinya kami melihat semua aspek ini
penting, tapi ekonomi, sosial, dan lingkungan
khususnya yang berkaitan dengan banjir
menjadi prioritas utama kami untuk saat ini.

3. Bagaimana Anda memimpin kolaborasi
antara kepala desa, pendamping desa, dan
perangkat kecamatan untuk memastikan
sinergi dalam mencapai target IDM?

Ya, kalau bicara soal kolaborasi, kuncinya itu
ada di komunikasi dan kebersamaan. Saya
selalu tekankan ke teman-teman kepala desa,
pendamping desa, dan perangkat kecamatan
bahwa ini bukan kerja individu, tapi kerja tim.
Kalau kita jalan sendiri-sendiri, pasti berat,
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Pendekatan
dalam

mendorong
stakeholder

tapi kalau bareng-bareng, hasilnya bisa lebih
maksimal.

Saya koordinasikan dulu dengan Sekcam dan
bu Kasi PMD, bagaimana yang harus
dilakukan, seterusnya baru kita adakan
pertemuan dengan pendamping dan kepala
desa.

Biasanya, saya mulai dari menyamakan
persepsi dulu. supaya kita punya pemahaman
yang sama soal IDM ini. Apa yang harus
ditingkatkan, di mana kendalanya, dan
bagaimana solusinya. Jadi, setiap desa tahu
apa yang harus dilakukan, dan pendamping
desa  juga ~ paham  bagaimana  cara
mendukungnya.

Pendamping desa juga kita libatkan aktif,
karena mereka yang lebih dekat dengan
masyarakat' dan tahu langsung kondisi di
lapangan.

Yang nggak kalah penting, saya selalu dorong
keterbukaan. Saya sering bilang ke kepala
desa dan perangkat kecamatan, kalau ada
masalah, jangan dipendam, jangan sungkan
buat cerita. Dengan begitu, kita bisa cari jalan
keluar lebih cepat. Dengan pendekatan ini,
saya harap ke depanya kerja sama antara
kecamatan, desa, dan pendamping desa jadi
lebih solid. Semua punya peran masing-
masing, tapi tujuannya tetap sama bagaimana
supaya IDM di Sragi ini terus meningkat.

1. Apa langkah-langkah yang Anda lakukan
untuk memastikan semua stakeholder, seperti
kepala desa, pendamping desa, dan perangkat
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kecamatan, memahami peran mereka dalam
meningkatkan IDM?

pertama tentu saja, saya pastikan semua pihak
paham dulu apa itu IDM dan kenapa ini
penting. Karena kalau nggak ngerti tujuannya,
ya susah untuk bergerak bareng. Di sini, saya
jelaskan bagaimana peran masing-masing,
mulai dari kepala desa, perangkat desa,
pendamping desa, sampai masyarakat.

Setelah itu, kita juga buat pembagian tugas
yang jelas. Misalnya, kepala desa fokus pada
kebijakan dan penganggaran, perangkat desa
menangani administrasi dan pelaksanaan
program, sementara pendamping desa lebih
banyak membantu dalam perencanaan dan
teknis di lapangan. Dengan begini, nggak ada
yvang bingung soal perannya.

saya juga _dorong supaya ada sharing
pengalaman antar desa. Jadi, kalau ada desa
yang sudah berhasil meningkatkan IDM-nya,
kita bisa jadikan contoh buat desa lain.
Misalnya, ada desa yang sukses dalam
pengelolaan BUMDes atau penanganan
stunting, ya kita ajak desa lain belajar dari
situ. Dengan cara ini, semua stakeholder bisa
saling mengisi dan makin paham bagaimana
peran mereka dalam mendorong
pembangunan desa.

2. Apa metode atau mekanisme koordinasi
yang Anda terapkan untuk menyatukan
persepsi dan tindakan antara stakeholder dalam
menjalankan program pembangunan desa?
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Nah ini juga penting ya, karena masing-
masing stakeholder kan punya latar belakang
dan gaya kerja yang beda-beda. Makanya saya
usahakan koordinasinya jangan cuma lewat
rapat formal aja. Biasanya kita mulai dari
forum-forum resmi dulu kayak Musrenbang, di
situ kita samakan persepsi dari atas sampai ke
bawabh.

Selain itu, kita juga punya grup whatsApp
khusus antar kepala desa, pendamping, sama
pihak kecamatan. Jadi kalau ada info penting
atau perubahan program, bisa langsung
disampaikan dan ditanggapi cepat. Intinya sih,
saya coba bikin komunikasi itu fleksibel dan
dua arah. Gak melulu top-down, tapi juga
dengerin masukan dari bawah. Dengan begitu,
koordinasinya bisa jalan, dan program-
program pembangunan bisa dilaksanakan
bareng-bareng tanpa saling salah paham

3. Bagaimana Anda memotivasi stakeholder
untuk terlibat aktif dalam program-program
yang mendukung peningkatan IDM?

Ya, sebenarnya kunci utamanya itu komunikasi
yang baik, Mas. Saya nggak pengin kerja
bareng ini cuma formalitas, jadi saya
usahakan bangun hubungan yang akrab dulu.
Saya ajak mereka ngobrol, saya dengarkan
pendapat mereka, dan yang paling penting,
saya kasih gambaran bahwa apa yang mereka
kerjakan itu punya dampak besar buat desa
dan masyarakat.

Kadang saya bilang gini, Pak Kades, Mas
Pendamping, kalau kita serius kerja sama, kita
bisa bikin perubahan nyata di desa, nggak
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cuma buat hari ini, tapi buat jangka panjang.
Nah, itu biasanya bikin mereka lebih
semangat. Terus, saya juga suka kasih
apresiasi, walau kecil, kayak sekadar pujian
atau disampaikan ke publik saat rapat bahwa
mereka punya kontribusi. Hal-hal kayak gitu
kan bikin orang merasa dihargai, dan itu
penting biar semangatnya tetap hidup. Gak
haruss yang muluk-muluk.

4. Jika terjadi hambatan komunikasi atau
perbedaan  pandangan  antar-stakeholder,
bagaimana  pendekatan @~ Anda  dalam
menyelesaikan masalah tersebut?

Namanya juga kerja bareng mas, pasti ada aja
beda pendapat. Tapi menurut saya, kuncinya
itu jangan langsung tegang dulu. Biasanya
saya ajak duduk bareng, ngobrol santai dulu,
Jjangan langsung formal rapat. Kadang lewat
ngopi bareng pun bisa, asal suasananya cair.

Saya coba jadi penengah yang netral mas,
dengar dari semua pihak, terus cari titik temu.
Saya juga sering bilang ke mereka, Kita ini
satu tim, tujuannya sama, pengin desanya
maju. Jadi pelan-pelan kita samakan persepsi.
Kalau ada salah paham, kita luruskan bareng-
bareng. — Intinya, — jangan sampai beda
pandangan itu malah bikin kerjaan berhenti.
Kita cari solusi, bukan saling menyalahkan.

Prioritas dalam
peningkatan
IDM

1. Dalam upaya meningkatkan Indeks Desa
Membangun, aspek sosial, ekonomi, atau
lingkungan mana yang Anda anggap paling
penting untuk diprioritaskan di Kecamatan
Sragi, dan mengapa?
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Kalau menurut saya ya Mas, semuanya
penting sih sebenernya. Tapi kalau disuruh
milih ya yang paling mendesak di Sragi, saya
bilang aspek lingkungan. Soalnya beberapa
desa di sini itu rutin banget kena banjir. Jadi
sebelum kita ngomongin peningkatan ekonomi
atau kegiatan sosial, ya lingkungannya harus
aman dulu. Gimana mau produktif kalau
sawah tergenang terus, atau jalan rusak gara-
gara banjir?

Makanya saya tekankan ke teman-teman desa
dan stakeholder lain, yuk kita bareng-bareng
urusin soal ini dulu. Misal lewat normalisasi
saluran, penanganan sampah, dan edukasi
soal  pengelolaan - lingkungan.  Kalau
lingkungan udah kondusif, baru deh dimensi
vang lain bisa kita gas bareng-bareng. Kira-
kira seperti itu mas.

2. Bagaimana Anda menentukan program-
program pembangunan  yang harus
diprioritaskan untuk mendongkrak IDM di
desa-desa Kecamatan Sragi?

Biasanya kita lihat dari data dulu Mas. Kan
tiap tahun kita dapat laporan IDM yang
nunjukin desa mana yang masih tertinggal
atau berkembagn, di aspek sosial, ekonomi,
atau lingkungan. Dan kalau gak salah ditahun
2024 baru satu desa yang naik jadi majau
Nah, dari situ kita petakan, mana yang harus
kita bantu duluan. Misalnya, kalau ada desa
yang angka stunting-nya tinggi, berarti kita
arahkan ke program ke bidang kesehatan atau
gizi. Kalau akses jalan buruk, ya kita dorong
ke infrastruktur.
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Terus, kita juga diskusi bareng kepala desa
sama pendamping. Mereka kan yang paling
ngerti kondisi riil di lapangan. Jadi kita
enggak cuma pakai angka, tapi juga pakai
masukan langsung dari bawah. Intinya sih,
kita ambil langkah yang paling dibutuhin dan
berdampak besar buat masyarakat.

Jadi kedepannya desa harus bisa naik status
idm desanya, pelan tapi pasti mas.

3. Bagaimana pendekatan Anda terhadap desa-
desa yang memiliki tantangan lebih besar
dalam meningkatkan IDM? Apakah ada
kebijakan atau program khusus untuk desa
dengan kendala tertentu?

Kalau soal desa-desa yang punya tantangan
lebih  berat dalam ningkatin IDM, kita
biasanya nggak pakai pendekatan yang kaku
yva, Mas. Kita lihat dulu masalah utamanya
apa misalnya ada yang sering banjir, ada yang
akses jalannya rusak, atau SDM-nya belum
siap. Nah, dari situ baru kita bantu carikan
solusi yang cocok.

Biasanya kita juga sering kasih perhatian lebih
ke desa-desa itu, baik dari segi pendampingan
maupun program. Misalnya, kita bantu mereka
untuk nyusun prioritas pembangunan yang
realistis dan bisa berdampak langsung ke
indikator IDM. Kita juga nggak ragu minta
support dari kabupaten kalau memang
dibutuhkan, supaya mereka nggak merasa
jalan sendiri. Intinya sih, kita pengin semua
desa itu bisa naik bareng, meskipun start-nya
beda-beda.
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Monitoring dan
evaluasi peran
stakeholder

1. Bagaimana Anda memantau pelaksanaan
peran setiap stakeholder dalam program
pembangunan desa yang bertujuan
meningkatkan IDM?

Kalau soal ngawasin pelaksanaan peran
masing-masing stakeholder, ya kita jalanin
sambil tetap jaga komunikasi aja. Biasanya
lewat forum-forum koordinasi, rapat bulanan,
terus kita juga sering turun ke lapangan. Jadi
nggak cuma nunggu laporan, tapi kita cek
langsung gimana progresnya.

Kita pastikan masing-masing pihak ngerti
tugasnya dan jalan sesuai porsinya. Kalau ada
yang belum maksimal, ya kita bantu cari solusi
bareng. Intinya sih, kita nggak nyalahin, tapi
ngajak bareng-bareng nyelesain. Karena kan
ini kerja tim, bukan kerja satu-dua orang aja.

2. Apa indikator yang Anda gunakan untuk
mengevaluasi kinerja stakeholder dalam
pencapaian Indeks Desa Membangun?

Kalau ngomongin indikator, kita biasanya
lihat dari tiga dimensi utama IDM itu sendiri,
va sosial, ekonomi, dan lingkungan. Jadi,
misalnya dari segi sosial, kita cek apakah
layanan pendidikan dan kesehatan makin baik.
Dari sisi ekonomi, kita lihat ada nggaknya
peningkatan usaha mikro, atau warga yang
mulai punya penghasilan tambahan. Nabh,
lingkungan juga kita perhatikan, terutama
desa yang rawan banjir, apakah sudah ada
langkah-langkah mitigasi atau belum.

Selain itu, kita lihat juga dari keaktifan mereka
di lapangan. Misalnya, kepala desa rajin
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koordinasi, pendamping desa aktif dampingi
warga, ya itu nilai plus. Jadi bukan cuma
angka-angka aja, tapi juga semangat dan kerja
barengnya itu penting banget buat saya.

3. Setelah melakukan evaluasi terhadap kinerja
stakeholder, langkah apa yang Anda ambil
untuk mengatasi kekurangan atau masalah
yang ditemukan dalam pelaksanaan program?

Kalau sudah dievaluasi ternyata ada
kekurangan atau masalah, ya kita nggak
langsung menyalahkan siapa-siapa. Biasanya
saya ajak ngobrol bareng dulu, ngobrol santai,
biar suasananya enak. Dari situ kita bedah
bareng, apa sih kendalanya, kenapa bisa
begitu, dan apa yang bisa diperbaiki. Jadi
pendekatannya lebih ke pembinaan, bukan
hukuman.

Terus kita buat semacam rencana tindak
lanjut, ya bisa berupa pelatihan tambahan,
dan pendampingan yang lebih intens. Yang
penting semuanya tetap jalan, semua merasa
dilibatkan, dan tujuannya tetap ke peningkatan
IDM. Intinya saya harap ada perubahan besar
mulai sekarang dalam hal komunikasi, agar
IDM di Desa Kecamatan Sragi bisa meingkat,
dan tidak berkembang terus.

Tabel 4.2.5 Rekapitulasi Instrumen dan Jawaban Informan Sekcam

No

Variable

Informan

Instrumen

II

Tingkat komunikasi dan kolaborasi antar-stakeholder
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Frekuensi
komunikasi
antar
stakeholder

Sekcam

1. Seberapa sering anda mengadakan
pertemuan atau rapat koordinasi dengan
stakeholder lainnya, seperti kepala desa,
pendamping desa, atau pihak terkait lainnya?

Kami biasanya adakan rapat koordinasi
rutin sebulan sekali, Mas, minimal itu ya.
Tapi kalau ada hal yang sifatnya mendesatk,
bisa saja seminggu sekali atau bahkan
dadakan, misalnya pas ada isu yang perlu
cepat ditangani bareng-bareng. Intinya,
komunikasi itu terus jalan, nggak cuma
nunggu jadwal resmi. Kadang juga kita
ngobrol santai pas ketemu di acara desa atau
pas kunjungan ke lapangan. Jadi, koordinasi
nggak selalu harus di ruang rapat, bisa
[fleksibel asal tujuannya nyambung.

2. Apakah ada jadwal rutin atau forum
tertentu yang disepakati untuk memastikan
komuinikasi - antar-stakeholder  berjalan
dengan baik?

lya, kita biasanya punya jadwal rutin rapat
koordinasi tingkat kecamatan tiap bulan, itu
udah jadi semacam forum tetap buat ngobrol
bareng semua stakeholder baik itu kepala
desa, pendamping desa, maupun tim
kecamatan biasanya giliran di rumah-rumah
kepala desa, semacam pakai acara arisan,
tapi  disitu  banyak  informasi  yang
disampaika mas. Tapi di luar itu, kadang
juga ada forum tematik, misalnya khusus
bahas IDM atau progres pembangunan.
Jadi, komunikasi jalan terus, nggak cuma
nunggu satu forum aja. Lewat grup
WhatsApp juga sering tuh, update cepat atau
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koordinasi  lapangan  langsung  kita
sampaikan di situ.

3. Dalam menghadapi kendala atau
permasalahan di lapangan, seberapa cepat
komunikasi  antar  stakeholder  dapat
dilakukan untuk mencari solusi bersama?

Kalau soal kendala di lapangan, komunikasi
biasanya bisa langsung jalan, Mas. Kita
nggak nunggu waktu lama gitu, begitu ada
laporan atau informasi, langsung kita respon
lewat WA grup atau telepon. Kadang kalau
urgen banget, kita langsung kumpul
sebentar, diskusi cepat. Jadi fleksibel aja,
vang penting masalah bisa cepat dicarikan
solusi bareng-bareng. Intinya kita saling
jaga komunikasi tetap terbuka biar nggak
numpuk masalah dan berlarut-larut.

Jenis
komunikasi
yang
digunakan

1. Apa jenis komunikasi yang paling sering
anda gunakan dalam berkoordinasi dengan
stakeholder lainnya, apakah tatap muka,
telepon, atau melalui aplikasi digital seperti
whatsapp atau telegram?

Kalau ditanya soal jenis komunikasi, jujur
yang paling sering ya lewat WhatsApp, Mas.
Cepat, praktis, dan semua orang sudah
pegang HP. Tapi kalau ada hal penting
banget atau butuh diskusi lebih dalam,
biasanya kita adakan pertemuan langsung.
Jadi kombinasi aja, antara digital dan tatap
muka, tergantung situasinya. Yang penting
info nyampe dan nggak salah paham.
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Kualitas
komunilasi
antar-
stakeholder

2. Apakah ada tantangan atau kendala yang
anda temui terkait dengan jenis komunikasi
tertentu dalam koordinasi antar-stakeholder?

Kalau kendala sih pasti ada ya. Misalnya,
kadang ada kepala desa atau perangkat yang
nggak langsung respon kalau dikontak lewat
WA, mungkin lagi di lapangan atau
sinyalnya susah. Terus, nggak semua orang
juga nyaman diskusi panjang di chat, jadi
kadang informasi  kurang  nyambung.
Makanya, kalau udah mulai  ‘nggak
nyambung’, kita biasanya cepat-cepat atur
pertemuan langsung biar bisa diselesaikan
secara jelas, mungkin seperti itu mas.

1. Apakah kualitas - komunikasi antar-
stakeholder selama ini sudah mendukung
upaya peningkatan IDM, terutama dalam
menyelaraskan pemahaman tentang indikator
IDM di tingkat sosial, ekonomi, dan
lingkungan?

Kalau soal kualitas komunikasi,
alhamdulillah selama ini terbilang cukup
mendukung ya. Biasanya saya mendapat
mandat dari pak camat yang saya teruskan
dan komunikasikan dengan Kasi PMD.
Memang kadang ada kedala-kendala
dilapangan, namanya juga orang banyak
mas terkadang sedikit miss komunikasi dan
itu  wajar ya, jadi kadang perlu
disederhanakan lagi penjelasannya biar
semua paham, terutama di desa-desa yang
SDM-nya terbatas. Tapi secara umum, kita
udah punya kesepahaman yang cukup baik
kok.
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2. Bagaimana komunikasi antar-stakeholder
memengaruhi  kemampuan desa untuk
merencanakan dan melaksanakan program-
program yang relevan dengan peningkatan
dimensi IDM? Apakah ada hambatan yang
mengurangi efektivitasnya?

Komunikasi itu kunci ya mas dalam
perencanaan dan pelaksanaan program.
Kalau komunikasi antar-stakeholder lancar,
biasanya program di desa juga bisa jalan
lebih tepat sasaran. Tapi ya namanya juga
kerja bareng-bareng, kadang ada aja
hambatannya misalnya beda persepsi, atau
informasi yang nyampenya nggak bareng.
Jadi saya harap Kasi PMD dan Pendamping
Bisa pro aktif mendampingi desa, Jadi
intinya, komunikasi yang baik memang
sangat berpengaruh ke efektivitas program
peningkatan IDM

Tabel 4.2.6 Rekapitulasi Instrumen dan Jawaban Informan Kasi PMD

No | Variable Informan | Instrumen

I Tingkat komunikasi dan kolaborasi antar-stakeholder

1 Tingkat Kasi 1. Bagaimana bentuk kolaborasi antara
kolaborasi stakeholder, seperti kecamatan, kepala desa,
antar- PMD dan pendamping desa, dalam menyusun
stakeholder program yang secara langsung mendukung

peningkatan indikator IDM?

Kolaborasi itu biasanya ya mas dimulai dari
musyawarah desa, terus naik ke musrenbang
kecamatan. Di situ semua pihak duduk
bareng, baik dari pihak kecamatan, kepala
desa, pendamping desa, sampai tokoh
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masyarakat. Kita bareng-bareng lihat data
IDM masing-masing desa, lalu diskusikan
program apa yang paling cocok buat
ningkatin indikator yang masih lemabh.
Misalnya kalau nilai di dimensi ekonomi
masih rendah, ya kita coba dorong program
padat karya atau pelatihan usaha. Intinya,
semuanya terlibat aktif dari awal, jadi
program yang disusun bisa lebih nyambung
sama kebutuhan riil di lapangan.

2. Apakah ada mekanisme atau forum khusus
yang digunakan untuk = memastikan
kolaborasi antar-stakeholder berjalan efektif
dalam  memonitor dan mengevaluasi
pencapaian IDM? Jika ada, bagaimana
mekanisme tersebut bekerja?

Ada, biasanya kita pakai forum koordinasi
tingkat kecamatan. Dan ada juga pertemuan
rutin paguyuban kepala desa tiap bulan. Itu
semacam wadah buat ngecek bareng-bareng
progres IDM masing-masing desa. Kita
undang kepala desa, pendamping, PLD. Di
forum itu, kita lihat data dari desa, terus
bahas bareng apa yang sudah jalan dan apa
yang masih perlu ditingkatkan. Jadi nggak
cuma sekadar laporan di atas kertas, tapi
kita diskusi langsung, cari solusi kalau ada
kendala.

Dan pendamping sebagai ujung tombak yang
tau kondisi dilapangan kita dorong untuk
lebih pro aktif dalam menigkatkan IDM di

masing-masing Desa binaan mereka.

3. Sejauh mana Anda merasa bahwa
kolaborasi antar-stakeholder saat ini telah
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mendukung tercapainya target peningkatan
IDM? Apa saja yang perlu ditingkatkan agar
kolaborasi tersebut lebih optimal?

Kalau dibilang sudah mendukung, ya cukup
terasa ya, kolaborasinya udah lumayan sih.
Tapi ya namanya kerja bareng, pasti ada aja
vang bisa ditingkatkan. Misalnya, kadang
koordinasi teknis antar desa atau antar
pendamping masih kurang cepat, terus soal
pelaporan juga kadang belum sinkron
waktunya. Nah, ke depan kita pengin ada
sistem yang lebih rapi dan terjadwal, biar
semua geraknya seirama. Intinya sih, tinggal
diperkuat lagi komitmen dan
keterbukaannya.

Dan saya percaya pendampig juga sudah
maksimal dalam mendukung peningkatan
IDM di desa. Tinggal nanti lebih ditigkatkan
kembali komunikasinya.

Resolusi
konflik  dan
penyelesaian
masalah

1. Ketika terjadi perbedaan pendapat antara
stakeholder, seperti kecamatan, kepala desa,
atau pendamping desa, dalam menentukan
prioritas  program peningkatan IDM,
bagaimana  konflik = tersebut biasanya
diselesaikan?

Ya namanya kerja bareng, beda pendapat itu
hal yang biasa, malah bagus buat nyari
solusi terbaik. Biasanya kalau ada beda
pandangan soal prioritas program, kita
duduk bareng dulu, rembukan. Saya
biasanya fasilitasi diskusi itu, biar masing-
masing pihak bisa jelasin sudut pandangnya.
Kita cari titik temu dengan ngelihat data
IDM yang ada dan kondisi di lapangan.
Kalau wudah ketemu benang merahnya,
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tinggal dibikin kesepakatan bareng. Intinya
sih saling terbuka, dan fokusnya tetep sama:
gimana caranya desa bisa berkembang
bareng-bareng.

Tetap saya berkoordinasi dengan kepala
desa terutama pedamping ya, yang intens
berkomunikasi dengan kami sejauh mana
progres IDM di desa-desa.

2. Apakah terdapat prosedur atau langkah-
langkah tertentu yang disepakati bersama
untuk menyelesaikan masalah yang timbul
dalam pelaksanaan program yang berkaitan
dengan IDM?  Jika ada, bagaimana
penerapannya?

Iya, kita di sini udah punya semacam pola
atau alur kerja kalau ada masalah dalam
pelaksanaan program IDM. Biasanya sih
diawali dari identifikasi masalah dulu,
biasanya dilaporkan dari desa atau hasil
monitoring.  Setelah itu, kita adakan
pertemuan kecil atau koordinasi lintas pihak,
entah itu lewat forum kecamatan atau cukup
lewat grup WhatsApp kalau masalahnya
nggak terlalu besar. Kalau butuh, kita juga
bisa turun langsung ke lapangan bareng
pendamping buat lihat langsung situasinya.
Intinya, setiap langkah itu kita upayakan
bareng-bareng, nggak ada yang jalan
sendiri.  Semua  kita  libatkan  biar
penyelesaiannya bisa diterima semua pihak.
Dan pastiya harus sesuai regulasi dari
pemerintah.

3. Bisakah Anda memberikan contoh kasus
konflik yang pernah terjadi antara
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stakeholder terkait program IDM, dan
bagaimana proses resolusi konflik tersebut
memengaruhi hasil pembangunan desa?

Oh iya, pernah ada kasus waktu salah satu
desa dimana jumlah warga desa nya
menurun drastis dalam satu tahun sekitar
2000 warga, dan menurut pendamping tidak
masuk akal, kecuali ada pagebluk di desa itu,
tapi pastinya aka jadi berita heboh dan
ternyata tidak ada kejadian luar biasa.

Setelah kami kroscek ternyata ada kesalahan
dalam pendataan yang dilakukan oleh salah
satu perangkat, dan itu semua bisa diatasi
dengan pembaharuan data yang valid.

Ada juga desa yang mau membangun gedung
serba guna tapi di desa itu masih banyak
terdapat anak yang stunting, jadi menurut
pendamping tetap harus memprioritaskan
kesehatan warga karena itu kebutuhan dasar
dan itu membuat. status desanya masih
rendah di aspek sosial. Nah, waktu itu sempat
terjadi tarik ulur antara pihak desa dan
pendamping. - Akhirnya  kita  fasilitasi
pertemuan di kecamatan, kita duduk bareng
bahas datanya, indikator IDM-nya, dan
dengarkan pendapat semua pihak. Setelah
diskusi beberapa kali, akhirnya disepakati
pembangunan gedung serbaguna tetap
dilakukan tapi bertahap dianggarkan tiap
tahun. Tapi penganggarann untuk kesehatan
Jjadi prioritas.

Dari  situ kita belajar bahwa kalau
komunikasi dibuka dan data dijadikan acuan
bersama, konflik bisa diselesaikan dan hasil
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pembangunan pun jadi lebih seimbang dan
tepat sasaran.

Tabel 4.2.7 Instrumen Wawancara Penelitian Dengan Informan Ketua

Paguyuban Kepala Desa
No | Variable | Informan | Instrumen
IV | Peran dan tanggung jawab stakeholder dalam meningkatkan IDM
1 Prioritas dalam | Ketua 1. Dalam upaya meningkatkan Indeks
peningkatan IDM Desa Membangun, aspek sosial,
Paguyuban | ok onomi, atau lingkungan mana yang
B And? ?nggap p‘ahng penting untuk
diprioritaskan di Kecamatan Sragi,
Desa dan mengapa?

Kalau menurut saya pribadi, aspek
yang - paling  penting untuk
diprioritaskan itu ya lingkungan, Mas.
Soalnya kita di Kecamatan Sragi ini
kan beberapa desa langganan banjir,
terutama kalau musim hujan tiba.
Nah, kalau lingkungannya nggak kita
benahi . dulu,  misalnya dengan
normalisasi saluran air atau edukasi
soal kebersihan dan tata ruang,
dampaknya  bakal ke mana-mana
ekonomi bisa lumpuh, aktivitas sosial
juga terganggu. Jadi menurut saya,
lingkungan harus jadi dasar utama
dulu, biar pembangunan di aspek lain
juga bisa jalan lebih maksimal.

2. Bagaimana Anda menentukan
program-program pembangunan yang
harus diprioritaskan untuk
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mendongkrak IDM di desa-desa
Kecamatan Sragi?

Biasanya kita mulai dari data dulu,
Mas. Kita lihat nilai IDM masing-
masing desa, terus kita petakan, mana
yang masih rendah di dimensi sosial,
ekonomi, atau lingkungannya. Nah,
dari situ baru kita rembug bareng
sama kepala desa lain, pendamping
desa, dan pihak kecamatan. Kita
duduk bareng, diskusi program apa
yang paling mendesak. Misalnya,
kalau ada desa yang belum punya
akses air bersih atau jalannya rusak
parah, ya itu yang kita dorong dulu.
Jadi nggak asal bangun, tapi memang
sesuai  kebutuhan dan. berdampak
langsung ke masyarakat. Juga kita liat
regulasi dari pusat tentang prioritas
penggunaan dana desa, nanti kita
sesuaikan dengan kebutuhan dari
masing-masing desa.

3. Bagaimana pendekatan Anda
terhadap desa-desa yang memiliki
tantangan  lebih  besar  dalam
meningkatkan IDM? Apakah ada
kebijakan atau program khusus untuk
desa dengan kendala tertentu?

Kalau ada desa yang tantangannya
lebih berat, ya kita nggak bisa biarin
jalan sendiri. Biasanya kita ajak
rembukan bareng, terus kita usulkan
supaya desa itu dapet perhatian lebih,
baik dari kecamatan, kabupaten, atau
bahkan lewat program bantuan.
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Kadang juga kita sesama kepala desa
saling bantu, sharing pengalaman
atau bahkan tenaga. Misalnya ada
desa yang langganan banjir atau
infrastrukturnya tertinggal, kita bantu
dorong supaya jadi prioritas di
musrenbang. Intinya sih, kita nggak
jalan sendiri-sendiri, tapi saling
dukung supaya semua desa bisa naik
bareng.

Dan saya sering mengajak teman-
teman kepala desa untuk mencari
sumber anggaran lain, supaya
permasalahan di desa cepat selesai,
dan indeks desa bisa naik tidak hanya
berkembang saja tapi naik menjadi
maju.

Kendala dalam sinergi dan solusi yang diterapkan

Hambatan
pemahaman
terhadap IDM

Ketua

Paguyuban

Kepala

Desa

1. Sejauh mana pemahaman Anda
terhadap tiga dimensi dalam Indeks
Desa Membangun (sosial, ekonomi,
dan lingkungan)?

Ya kalau soal tiga dimensi IDM itu,
kita udah cukup paham. Dimensi
sosial itu kayak soal pendidikan,
kesehatan, dan keterlibatan
masyarakat.  Ekonomi  lebih ke
kegiatan usaha masyarakat, BUMDes,
sama akses ke lapangan kerja. Nah
kalau lingkungan, itu yang kadang
agak menantang, apalagi kalau ada
desa yang rawan banjir atau belum
tertata soal sanitasi. Tapi kita terus
belajar dan diskusi bareng, biar
pemahaman kita makin lengkap dan
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bisa diterapkan langsung di desa. Dan
ada pendamping desa yang selalu
mendampingi desa kami agar sesuai
regulasi sehingga bisa meningkat
indeks desanya.

2. Apakah Anda pernah mengikuti
pelatihan atau sosialisasi terkait
indikator dan pengukuran IDM? Jika
ya, bagaimana dampaknya terhadap
peran Anda?

Iya pernah mas, saya pernah ikut
pelatihan dan sosialisasi soal IDM,
biasanya dari dinas atau undangan
dari kecamatan. Dampaknya lumayan
besar  ya, jadi = lebih  ngerti
indikatornya itu apa aja dan gimana
ngukurnya. Kita jadi bisa lebih fokus
waktu nyusun program di desa, nggak
asal jalan aja, tapi nyambung sama
target IDM. Terus, kita juga bisa
bantu kasih pemahaman ke kades-
kades lain biar searah dan nggak ada
yang ketinggalan. Dan jagan lupa
pendamping juha sering memberika
edukasi tentang IDM ini.

3. Apa kendala utama yang Anda
alami dalam memahami indikator
IDM dan cara penerapannya di desa?

Kalau boleh jujur, kendalanya itu
kadang indikator IDM itu banyak dan
detail, ya. Terus, bahasanya kadang
teknis banget, jadi butuh waktu buat
benar-benar paham. Apalagi kalau
datanya kurang lengkap atau enggak
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update, itu bisa bikin bingung juga.
Kadang juga kurang pendampingan
yvang intens dari pihak kabupaten,
paling kecamatan dari PMD dan
pendampimg  yag  tiap  tahun
mendampingi, jadi kita harus belajar
sendiri pelan-pelan bareng teman-
teman kades lain. Tapi sekarang sudah
lumayan ya mas, pak camat juga sudah
sering berkomunikasi untuk menigkatkan
IDM di tiap desa.

4. Bagaimana upaya yang dilakukan
oleh kecamatan atau pihak lain untuk
meningkatkan pemahaman Anda
tentang IDM? Apakah menurut Anda
upaya tersebut sudah efektif?

Ya, dari pihak kecamatan sebenarnya
sudah ada upaya sih mas, misalnya
ngadain  rapat koordinasi  atau
undangan sosialisasi dari dinas
kabupaten. Kita juga pernah dikasih
materi  tentang IDM, meskipun
penyampaiannya kadang singkat dan
belum terlalu ~mendalam. Menurut
saya sih udah ada niat baik ya, tapi
mungkin ke depannya bisa lebih
sering dan lebih praktis, jadi kita para
kepala desa bisa lebih paham dan
langsung tahu harus mulai dari mana
di desa masing-masing. Tapi kami
bersyukur masih ada pendampinng
yvang selalu membantu tentag IDM ini.

Ketidakseimbangan
peran dan tanggung
jawab

1. Apakah peran dan tanggung jawab
Anda dalam upaya peningkatan IDM
sudah jelas? Bagaimana peran tersebut
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diintegrasikan dengan peran
stakeholder lainnya?

Kalau soal peran sih secara umum
sudah cukup jelas ya, sebagai kepala
desa kita yang paling dekat sama
masyarakat, jadi tanggung jawab kita
besar dalam pelaksanaan program-
program yang mendukung IDM.
Cuma kadang memang masih perlu
penyelarasan sama stakeholder lain,
kayak pendamping desa atau pihak
kecamatan, biar nggak tumpang
tindih.

Biasanya kita koordinasi lewat forum
rapat atau komunikasi langsung, dan
dari situ peran masing-masing mulai
bisa saling ngisi dan nggak jalan
sendiri-sendiri. Dan kita juga ada
pertemuan sebulan = sekali degan
stakeholder lai, disanalah biasanya
kita adakan pembahasan lebih lanjut.

2. Apakah Anda pernah mengalami
tumpang tindih peran atau merasa ada
kekosongan tanggung jawab yang
seharusnya ditangani oleh stakeholder
lain? Jika ya, bagaimana hal itu
memengaruhi kinerja tim?

Pernah sih, kadang-kadang ada juga
momen di mana peran kita kayak
tumpang tindih sama pendamping
desa atau perangkat kecamatan.
Misalnya pas ngurus data atau
pelaporan, kita bingung siapa yang
harus ambil alih duluan. Nah, kalau
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udah begitu, kerjaan bisa jadi lambat
karena saling tunggu. Tapi biasanya
kita langsung rembukan bareng,
ngobrol santai aja, biar jelas siapa
ngapain. Intinya komunikasi yang
jalan sih yang bikin semuanya tetap
lancar.

3. Menurut Anda, bagaimana cara
terbaik untuk menghindari
ketidakseimbangan dalam peran dan
tanggung jawab antar-stakeholder,
terutama dalam konteks pengelolaan
program IDM?

Menurut saya sih, cara terbaik ya
komunikasi yang rutin dan terbuka.
Jadi, sebelum program jalan, semua
pihak duduk bareng dulu, disepakati
siapa ngurus apa, biar nggak saling
tumpang tindih atau malah ada yang
nggak kepegang. Terus juga harus
ada kejelasan peran dari awal, jangan
sampai baru bingung di tengah jalan.
Kalau udah dibagi jelas, tinggal
saling dukung aja. Intinya kerja tim itu
kuncinya. Monitoring dari kecamatan
dan pedampinng juga sangat peting.

VI | Dampak sinergi terhadap IDM, baik dari dimensi sosial, ekonomi, maupun
lingkungan
1 Mitigasi Risiko | Ketua 1. Bagaimana koordinasi dan sinergi
Bencana antar-stakeholder telah membantu
Paguyuban | 1 empersiapkan desa dalam
Kepala megghadam r151.k0 bencana, seperti
banjir atau kekeringan?
Desa

Koordinasi  antar-stakeholder  itu
sangat membantu ya, apalagi buat

85




desa-desa yang rawan kayak banjir di
musim hujan atau kekeringan di
musim  kemarau. Biasanya kita
koordinasi sama BPBD, kecamatan,
sama pendamping juga, biar tahu
langkah daruratnya gimana. Terus, di
tingkat desa juga udah mulai dibentuk
tim siaga bencana, dan itu hasil
sinergi bareng-bareng. Jadi nggak
kerja sendiri-sendiri.

2. Program atau langkah mitigasi apa
yang telah dilakukan melalui sinergi
stakeholder, dan bagaimana
dampaknya terhadap keamanan serta
kesejahteraan masyarakat desa?

Kalau soal mitigasi, = kita udah
lumayan sering kerja bareng antar-
stakeholder, contohnya bikin program
normalisasi sungai kecil di desa yang
rawan banjir. Itu bareng sama pihak
kecamatan, - dinas  teknis, dan
pendamping desa. Selain itu, kita juga
punya kegiatan bersih-bersih
lingkungan rutin dan pelatihan
penanggulangan bencana ringan buat
warga. Dampaknya cukup kerasa sih,
warga jadi lebih siap, terus kerusakan
kalau ada banjir bisa diminimalkan.
Yang jelas, rasa aman dan kesadaran
masyarakat jadi meningkat. Jadi
bukan cuma soal fisik, tapi juga
mental siap hadapi risiko. Sekarang
lebih serinng kita komunikasikan
bersama, agar nilai indeks desa naik
dan semua desa bisa maju bahkan bisa
mandiri kalau bisa.
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Tabel 4.2.8 Instrumen Wawancara Penelitian Dengan Informan
Koordinator Tenaga Ahli Kabupaten

No

Variable

Informan

Instrumen

viI

Dampak sinergi terhadap IDM,

maupun lingkungan

baik dari dimensi sosial, ekonomi,

Peningkatan
Kepercayaan
Antar-
Stakeholder

Koordinator
Tenaga
Ahli

Kabupaten

1. Bagaimana Anda menilai tingkat
kepercayaan antar-stakeholder, seperti
kecamatan, kepala desa, dan
pendamping desa, dalam proses
perencanaan dan pelaksanaan
program peningkatan IDM?

Kalau  soal - kepercayaan antar-
stakeholder, saya melihatnya udah
lumayan baik ya. Antara kecamatan,
kepala desa, dan pendamping desa itu
udah - mulai- saling ngerti peran
masing-masing.  Mungkin  nggak
selalu mulus dan lancar ya, kadang
ada miskomunikasi kecil, tapi secara
umum udah saling percaya dalam
merencanakan dan ngejalanin
program. Kuncinya sih di komunikasi
vang terbuka dan nggak saling curiga.
Kalau itu bisa dijaga, biasanya
kepercayaan juga makin kuat dari
waktu ke waktu.

2. Apakah ada pengalaman atau
strategi tertentu yang membantu
membangun  dan  meningkatkan
kepercayaan antar-stakeholder dalam
upaya meningkatkan IDM?

Iya, ada beberapa pengalaman yang
menurut saya cukup efektif buat
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Peningkatan
Kapasitas
Stakeholder

SDM

bangun kepercayaan antar-
stakeholder.  Salah  satunya ya
konsistensi dalam komunikasi dan
keterlibatan  aktif  dari  awal
perencanaan. Jadi, sejak awal kami
selalu coba duduk bareng—baik dari
pihak  kecamatan, kepala desa,
maupun pendamping desa, buat
menyamakan pemahaman dan tujuan.
Terus, kita juga usahakan semua
pihak dilibatkan dalam setiap proses,
nggak ada yang merasa cuma jadi
pelengkap. Kadang kita juga fasilitasi
pertemuan informal, yang suasananya
lebih santai, supaya komunikasi bisa
lebih terbuka dan nggak kaku. Dari
situ kepercayaan pelan-pelan
terbentuk  karena  masing-masing
merasa didengar dan dianggap
penting.

1. Apa saja kebutuhan pengembangan
kapasitas yang menurut Anda masih
perlu dipenuhi untuk meningkatkan
efektivitas kerja dalam sinergi antar-
stakeholder?

Kalau soal kebutuhan pengembangan
kapasitas, menurut saya masih ada
beberapa yang perlu diperkuat,
terutama soal pemahaman teknis
terkait indikator IDM dan cara
menganalisis data di lapangan.
Banyak pendamping itu sebenarnya
sudah punya semangat, tapi kadang
kurang  dukungan dalam bentuk
pelatihan yang berkelanjutan. Terus,
kemampuan komunikasi juga penting
banget, gimana cara menyampaikan
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Pertumbuhan
Ekonomi Lokal

ide atau menyatukan pandangan
dengan kepala desa dan perangkat
kecamatan biar nggak salah paham.
Jadi bukan cuma soal teknis, tapi juga
soft skill-nya. Nah, idealnya sih ada
pelatihan rutin atau pembekalan yang
lebih terstruktur, bukan cuma sekali
dua kali aja.

2. Sejauh mana pelatihan atau
pendampingan yang diberikan telah
meningkatkan kapasitas Anda atau
pihak lain dalam menjalankan peran
untuk mendukung peningkatan IDM?

Kalau dibilang sudah ada
peningkatan sih iya, pelatihan dan
pendampingan itu cukup membantu,
terutama yang Ssifatnya teknis kayak
penginputan  data = IDM  atau
penyusunan RKPDes berbasis IDM.
Tapi ya memang masih belum merata,
kadang ada pendamping yang belum
sempat ikut karena waktu atau jarak.
Tapi yang udah ikut, itu lumayan
nambah wawasan dan lebih percaya
diri waktu mendampingi desa. Cuma
memang ke depan perlu lebih rutin
dan merata pelatihannya, supaya
semua bisa jalan bareng dan nggak
timpang.

1. Bagaimana  sinergi  antara
stakeholder kecamatan, kepala desa,
dan  pendamping desa  telah
berkontribusi pada pengembangan
usaha mikro, kecil, dan menengah
(UMKM) di desa-desa Anda?
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di sinilah peran kecamatan juga
terasa, karena mereka jadi jembatan
komunikasi antar desa dan bisa bantu
mengarahkan agar program UMKM
ini saling dukung antar wilayah. Yang
paling menarik, sekarang banyak
BUMDes mulai dilibatkan untuk
menampung dan memasarkan produk
UMKM warga. Misalnya, BUMDes
bisa buka unit usaha yang fokus ke
pemasaran produk lokal, atau bahkan
bantu pengemasan dan branding. Jadi
nggak cuma jualan seadanya.

Dari kita juga kita dorong agar
sinergi ini terus jalan, karena dengan
kerjasama yang baik, antara kepala
desa, pendamping, kecamatan, dan
BUMDes. UMKM lokal bisa lebih
maju dan berdaya saing."

2. Program atau inisiatif apa yang
telah berhasil meningkatkan
pendapatan - masyarakat desa, dan
bagaimana kontribusi dari setiap
stakeholder dalam pelaksanaannya?

Kalau bicara program yang berhasil
ningkatin  pendapatan masyarakat
desa, salah satunya itu program
pemberdayaan ekonomi lewat
pengembangan BUMDes dan UMKM.
Jadi misalnya, ada desa yang punya
potensi kerajinan, hasil pertanian,
atau makanan olahan, itu kita bantu
dorong supaya bisa jadi usaha yang
menghasilkan.  Pendamping  desa
perannya ngawal dari  bawah:
identifikasi  potensi, latih warga,
sampai bantu nyusun rencana usaha.

Kepala desa biasanya yang support
kebijakan dan anggaran, misalnya
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Kualitas Layanan
Sosial

lewat Dana Desa untuk penguatan
modal awal atau pelatihan warga.
Dari pihak kecamatan, mereka bantu
koordinasi lintas desa dan pastikan
program itu inline sama target
kecamatan. Nah, dari kabupaten
lewat Dinas PMD, kita bantu fasilitasi
pelatihan skala lebih besar, buka
akses  kemitraan,  dan  kalau
memungkinkan, kita bantu promosi
produk ke tingkat kabupaten atau luar
daerah.

Jadi semua stakeholder punya peran.
Dan ketika mereka jalan bareng,
hasilnya bisa kelihatan, pendapatan
warga naik, usaha desa jalan, dan
masyarakat lebih mandiri.

1.  Bagaimana  sinergi antar-
stakeholder telah membantu
meningkatkan ~ akses = masyarakat
terhadap layanan  dasar seperti
pendidikan, kesehatan, dan
infrastruktur sosial?

Jujur  ya mas, sinergi antar-
stakeholder itu kunci banget buat
ningkatin akses layanan dasar di
desa. Jadi misalnya soal pendidikan
dan kesehatan, kita nggak bisa kerja
sendiri-sendiri. Pemerintah desa dan
Pendamping Desa itu kan paling
dekat sama masyarakat, mereka
biasanya yang identifikasi masalah,
entah itu anak putus sekolah,
posyandu yang nggak aktif, atau jalan
akses yang rusak.

Nah, dari situ kita koordinasiin sama
kepala desa, kadang juga langsung ke
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kecamatan. Kepala desa biasanya
responsif, langsung masukin ke
musdes dan jadiin program prioritas.
Camat bantu menjembatani biar
lintas sektor nyambung, misalnya
ngajak  dinas  pendidikan  atau
puskesmas buat turun tangan.

Buat infrastruktur sosial, seperti jalan
lingkungan, jembatan kecil, atau balai
warga, kita juga libatkan semua pihak
buat nyusun rencana yang realistis.
Dana desa jadi salah satu sumber
utama, tapi kadang kalau berat, kita
dorong kolaborasi lintas desa atau
minta dukungan kabupaten.

Intinya sih, kalau semua stakeholder
punya  persepsi yang sama dan
komunikasinya lancar, layanan dasar
itu bisa kita tingkatin bareng-bareng,
nggak nunggu lama. Dan hasilnya
sudah kelihatan kok di beberapa desa,
akses ke sekolah jadi lebih gampang,
fasilitas kesehatan lebih aktif, dan
warga juga makin percaya sama
pemerintah desa

2. Apa saja tantangan yang dihadapi
dalam memastikan layanan sosial
yang berkualitas, dan bagaimana
peran masing-masing stakeholder
dalam mengatasinya?

Tantangannya lumayan banyak ya,
apalagi  kalau ngomongin  soal
layanan sosial yang berkualitas.
Kadang bukan karena nggak ada niat,
tapi lebih ke soal keterbatasan, baik
dari segi SDM, anggaran, maupun
infrastruktur. Misalnya, ada desa
yang posyandunya aktif, tapi tenaga
kesehatannya nggak rutin datang.
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Atau fasilitasnya ada, tapi kurang
dimanfaatkan  karena masyarakat
belum sadar pentingnya layanan itu.

Nah, di situ peran stakeholder mulai
kelihatan. Pendamping desa biasanya
vang jadi ‘mata dan telinga’,
ngumpulin informasi langsung dari
lapangan.  Kepala  desa  dan
perangkatnya, mereka penting banget
dalam ambil keputusan dan alokasi
dana desa buat memperkuat layanan
sosial. Camat atau pihak kecamatan
bantu mendorong supaya lintas
sektor, kayak puskesmas, dinas sosial,
atau pendidikan, bisa lebih peduli dan

cepat tanggap.

Intinya, tantangan itu pasti ada, tapi
kalau komunikasinya  lancar dan
semua jalan bareng, insyaallah bisa
teratasi satu per satu.

Tabel 4.2.9 Instrumen Wawancara Penelitian Dengan Informan

Pendamping Desa
No Variable Informan Instrumen
VIII | Kendala dalam sinergi dan solusi yang diterapkan

Kesenjangan
komunikasi antar-
stakeholder

Pendamping

Desa

1.Seberapa sering Anda
berkomunikasi dengan stakeholder
lain  (kecamatan, kepala desa,
pendamping desa, atau tenaga ahli)
dalam membahas program
peningkatan IDM?

Kalau soal komunikasi ya hampir tiap
hari. Namanya juga kita ujung
tombak di lapangan, kita memang
jadi penghubung antara semua
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stakeholder, baik itu kepala desa,
kecamatan, sampai tenaga ahli
kabupaten. Kadang lewat rapat
resmi, kadang juga lewat WA group,
atau langsung ketemu pas turun ke
desa.

Misalnya pas nyusun RKPDes atau
pas ada pendataan IDM, kita rutin
koordinasi biar semua satu arah dan
nggak tumpang tindih. Jadi ya,
komunikasi itu udah kayak kebutuhan
harian buat kami. Nggak harus
formal  terus,  yang  penting
informasinya sampai dan
programnya bisa jalan bareng-
bareng.

2. Apa saja kendala yang Anda alami
dalam proses komunikasi dengan
stakeholder lain, seperti perbedaan
pemahaman atau kurangnya kejelasan
informasi?

Kalau bicara kendala, pasti ada ya.
Kadang yang paling terasa tuh soal
perbedaan pemahaman, misalnya
tentang indikator IDM atau tahapan
program. Kita udah jelasin satu hal,
tapi persepsi dari stakeholder lain
bisa beda. Itu bikin kita harus ulang-
ulang penjelasan, bahkan kadang
perlu pendekatan yang lebih personal
biar nyambung.

Terus ada juga soal kejelasan
informasi. Kadang instruksi dari atas
belum jelas tapi kita di lapangan
dituntut langsung bergerak. Nah, itu
bikin posisi kita serba nanggung.
Akhirnya harus cari celah, koordinasi
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Perbedaan
Kepentingan dan
Prioritas

ke semua pihak biar informasinya
sinkron.

Tapi ya namanya kerja bareng
banyak pihak, itu wajar sih. Yang
penting kita tetap komunikasi terus,
dan sabar jelasin pelan-pelan sampai
ketemu titik sepakat.

3. Menurut Anda, apakah mekanisme
komunikasi yang saat ini digunakan,
seperti rapat koordinasi atau
penggunaan teknologi, sudah
memadai? Jika tidak, apa yang perlu
ditingkatkan?

Secara  umum  sih, mekanisme
komunikasi yang ada sekarang kayak
rapat - koordinasi - rutin dan grup
WhatsApp udah cukup membantu ya
buat saling update dan koordinasi.
Tapi jujur aja, terkadang masih ada
yvang belum maksimal.

Misalnya, rapatnya udah
dijadwalkan, tapi nggak semua
stakeholder  bisa  hadir.  Atau
informasi penting yang dibagikan
lewat grup WA tenggelam sama chat
lain, jadi ada yang kelewat. Nah, itu
kadang bikin miskomunikasi.

Mudah-mudaha kedepan bisa
diperbaiki lagi biar lebih optimal.

1. Bagaimana Anda  melihat
perbedaan kepentingan dan prioritas
antara stakeholder, seperti
kecamatan, kepala desa, dan
pendamping desa, dalam program
peningkatan IDM?

Kalau bicara perbedaan kepentingan
dan prioritas, ya pasti ada ya... itu hal
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yvang wajart. Kecamatan biasanya
fokus pada target capaian secara
administratif dan capaian wilayah,
kepala desa lebih condong ke
kebutuhan riil warganya, sementara
kami para pendamping desa, lebih
fokus ke proses dan pemberdayaan
biar program itu  benar-benar
menyentuh masyarakat dan sesuai
prosedur.

Tapi ya itu tadi, karena perannya
beda-beda, kadang ada tarik ulur
soal prioritas. Misalnya, kecamatan
ingin percepatan data IDM, tapi di
desa sendiri masih terkendala SDM
atau  infrastruktur,  jadi  butuh
pendekatan yang lebih sabar. Nah, di
situlah kami biasanya masuk sebagai
penengah,  bantu  menjembatani
komunikasi dan menyamakan
persepsi.

2. Apakah Anda pernah menghadapi
situasi di mana perbedaan prioritas
antara  stakeholder  menghambat
pelaksanaan program pembangunan
desa? Bagaimana masalah tersebut
diselesaikan?

Pernah banget mas. Biasanya itu
terjadi —waktu nentuin prioritas
kegiatan di Musrenbangdes atau saat
penyusunan RKPDes. Misalnya, dari
kecamatan mendorong program yang
mendukung langsung peningkatan
IDM, tapi di sisi lain, kepala desa dan
BPD lebih memprioritaskan kegiatan
fisik yang lebih terlihat hasilnya
langsung oleh warga.

Nah, di situ kami pendamping sering
jadi jembatan komunikasi'. Kami
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ajak semua pihak duduk bareng, kita
tunjukkan data IDM-nya, terus kita
bahas mana program yang bisa
menjawab  kebutuhan masyarakat
tapi juga berdampak ke IDM. Kadang
solusinya ya dikombinasikan
misalnya, kegiatan fisik tapi tetap
nyambung ke dimensi sosial atau
ekonomi IDM.

Yang penting kita terbuka dan saling
dengar. Biasanya kalau semua pihak
merasa  pendapatnya  dihargai,
solusinya bisa ketemu kok, dan
program bisa jalan bareng-bareng.

3. Menurut Anda, apa yang perlu
dilakukan untuk  menyelaraskan
prioritas  antar-stakeholder  agar
program peningkatan IDM berjalan
lebih efektif?

Menurut saya, kuncinya ada di
komunikasi yang terbuka sejak awal.
Jadi' sebelum program disusun,
semua stakeholder mulai dari camat,
kepala desa, BPD, sampai kami para
pendamping harus duduk bareng dan
saling dengar dulu. Jangan langsung
bawa  kepentingan masing-masing,
tapi kita mulai dari data IDM dan
kondisi real di desa.

Selain  itu, penting juga ada
penyamaan persepsi soal indikator
IDM itu sendiri. Masih banyak yang
belum terlalu paham gimana cara
kerjanya, padahal itu jadi dasar kita
nyusun program. Nah, pertemuan
teknis atau forum rutin bisa bantu
banget untuk nyatuin visi dan misi.
Kalau semua udah ngerti arah yang
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sama, biasanya prioritas juga bisa
disepakati bareng.

Intinya sih, jangan ada yang jalan
sendiri-sendiri. Kalau semua
stakeholder merasa punya peran dan
saling percaya, program IDM bisa
lebih gampang dijalankan dengan

efektif.

Kita harus lebih bersinergi lagi untuk
sama-sama menigkatkan indeks Desa
ke depannya.

Sumber: analisa, 2025

Berdasarkan hasil wawancara informan, maka dapat disimpulkan dari masing-
masing informan yaitu:
1. Camat
Camat Sragi memegang peran strategis dalam mengarahkan kebijakan
pembangunan desa dengan menekankan pentingnya peningkatan IDM sebagai
indikator utama kemajuan wilayah. Ia memprioritaskan pendekatan partisipatif dan
kolaboratif melalui sinergi antara kepala desa, pendamping desa, dan perangkat
kecamatan. Dalam pelaksanaan program, Camat mendorong penyamaan visi,
memperkuat koordinasi lintas sektor, dan memberikan ruang diskusi terbuka untuk
menyelesaikan persoalan yang muncul. Menurutnya, dimensi sosial dan ekonomi
menjadi fokus utama yang perlu terus diperkuat, terutama dalam pelayanan dasar
dan pengembangan ekonomi masyarakat. Ia juga mengakui adanya tantangan
dalam pemahaman teknis di tingkat desa, sehingga perlu penguatan kapasitas secara

berkelanjutan.
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2. Sekretaris Camat (Sekcam)

Sekcam menegaskan bahwa komunikasi merupakan kunci utama dalam menjaga
kelancaran koordinasi antar-stakeholder. Ia berperan dalam menjembatani arahan
camat dengan pelaksanaan teknis di lapangan. Forum koordinasi formal seperti
rapat mingguan serta penggunaan platform komunikasi digital seperti grup
WhatsApp, menjadi strategi yang digunakan untuk memastikan semua pihak selalu
terhubung dan memahami peran masing-masing. Meski komunikasi berjalan cukup
baik, ia menyadari bahwa terkadang perbedaan persepsi masih muncul, sehingga
dibutuhkan kesabaran, pendekatan personal, dan penjelasan yang berulang untuk

menyamakan pemahaman tentang indikator dan target [DM.

3. Kasi PMD

Sebagai pelaksana teknis di bidang pemberdayaan masyarakat desa, Kasi PMD
menekankan pentingnya kolaborasi antar-stakeholder dalam menyusun dan
menjalankan program yang berdampak langsung pada peningkatan IDM. Ia
menyebut bahwa peran pendamping desa sangat penting dalam menjembatani
pemahaman indikator teknis di tingkat desa. Kasi PMD menjelaskan bahwa forum
Musrenbangdes dan rapat lintas sektor menjadi sarana evaluasi dan sinkronisasi
program, serta menjadi tempat menyelesaikan perbedaan pandangan secara terbuka
dan musyawarah. la juga mengakui bahwa masih diperlukan penguatan
pemahaman indikator IDM di tingkat desa agar semua program yang dijalankan

lebih tepat sasaran dan terukur.
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4. Ketua Paguyuban Kepala Desa

Ketua paguyuban kepala desa melihat bahwa kepala desa memiliki posisi strategis
sebagai pelaksana langsung kebijakan di tingkat desa. Ia menyebut bahwa
pemahaman terhadap indikator sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam IDM
semakin berkembang, meskipun di awal sempat menjadi tantangan karena sifatnya
yang cukup teknis. la mengapresiasi adanya pelatihan dan bimbingan teknis yang
diberikan oleh kecamatan dan pendamping desa. Dalam menentukan prioritas
pembangunan, ia menyarankan untuk tetap menyesuaikan dengan kondisi dan
kebutuhan riil masyarakat di masing-masing desa, sembari mengacu pada indikator
IDM. Ia juga menilai pentingnya kolaborasi dalam mitigasi bencana dan penguatan

BUMDes untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa.

5. Koordinator Tenaga Ahli Kabupaten

Sebagai koordinator yang membawahi pendamping desa dan menjadi perpanjangan
tangan dari Dinas PMD Kabupaten, ia menilai bahwa kepercayaan antar-
stakeholder adalah modal penting dalam sinergi peningkatan IDM. Ia menyebutkan
bahwa pelatihan dan mentoring rutin terhadap pendamping desa telah memberikan
dampak positif dalam hal penyamaan persepsi dan penguatan kapasitas teknis. Ia
juga menekankan pentingnya peran BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi
desa, termasuk dalam pengembangan UMKM yang melibatkan masyarakat secara
langsung. Tantangan dalam penyediaan layanan sosial juga menjadi perhatian, dan
menurutnya hanya dapat diatasi jika ada kerja sama yang solid antar pihak, mulai

dari perencanaan hingga evaluasi program.
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6. Pendamping Desa
Sebagai fasilitator dan ujung tombak pelaksanaan di lapangan, pendamping desa
memegang peran yang penting dalam menghubungkan berbagai kepentingan
stakeholder. Ia mengakui bahwa komunikasi lintas pihak sudah berjalan cukup
baik, meskipun kendala seperti perbedaan persepsi, informasi yang belum
tersampaikan secara utuh, atau perbedaan prioritas tetap menjadi tantangan. la
menekankan bahwa pendekatan personal, diskusi santai, dan saling mendengar
menjadi cara efektif dalam menyelesaikan perbedaan. Dalam mendukung
peningkatan IDM, pendamping desa juga terus mendorong kepala desa untuk
memahami indikator dengan lebih baik, serta memastikan agar semua pihak
menyadari peran dan tanggung jawabnya. la menyarankan agar penyamaan visi
dilakukan sejak awal perencanaan agar tidak terjadi tumpang tindih dan konflik saat
implementasi.
4.2.2 Reduksi Data

Dalam penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan guna membantu
peneliti dalam Menyusun penelitian ini.

A. Peran dan tanggung jawab stakeholder dalam meningkatkan IDM

Setiap stakeholder, mulai dari camat, kepala desa, hingga pendamping desa,
memiliki peran strategis dan saling melengkapi dalam perencanaan, pelaksanaan,

hingga evaluasi program yang mendorong peningkatan IDM di desa.
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Tabel 4.2.10 Rekapitulasi Hasil Jawaban Informan Terkait Peran dan
tanggung jawab stakeholder dalam meningkatkan IDM

Variable

Informan

Reduksi Data

Peran

strategis

dalam peningkatan

IDM

Camat

Camat menggunakan pendekatan kebijakan
terintegrasi yang mendorong perencanaan
berbasis data dan kondisi riil desa. Fokus
utama diarahkan pada dimensi sosial dan
ekonomi karena dirasa paling berdampak
cepat  terhadap masyarakat. Untuk
mewujudkan sinergi, camat aktif
memfasilitasi pertemuan rutin antar kepala
desa dan pendamping, mendorong koordinasi
lintas sektor agar program sejalan dengan
indikator IDM.

Ketua

Paguyuban

Kepala

Desa

Ketua Paguyuban menekankan bahwa aspek
sosial dan ekonomi adalah yang paling
mendesak untuk diprioritaskan. Alasannya,
dua aspek ini paling dirasakan langsung oleh
masyarakat © dan = mampu  mendorong
percepatan peningkatan IDM, misalnya
melalui pendidikan, kesehatan, dan penguatan
ekonomi lokal.

Pendekatan dilakukan dengan lebih banyak
memberikan dukungan komunikasi dan
fasilitasi antar kepala desa, serta mendorong
desa-desa yang lebih maju untuk berbagi
praktik baik dengan desa yang tertinggal.
Beberapa kepala desa secara sukarela
membantu desa tetangga, terutama dalam
penyusunan  dokumen  atau  strategi
peningkatan indikator.

Pendekatan
mendorong

stakeholder

dalam

Camat

Camat menjelaskan bahwa pemahaman peran
difasilitasi melalui  sosialisasi  reguler,
pendampingan teknis, dan pelibatan aktif
dalam musrenbang. Koordinasi dilakukan
melalui forum komunikasi mingguan, serta
WA group lintas stakeholder. Untuk

102




memotivasi, camat menekankan pendekatan
kekeluargaan, saling menghargai peran, dan
transparansi. Konflik diselesaikan dengan
mediasi informal dan mengedepankan
musyawarah mufakat.

Prioritas dalam | Camat Prioritas camat tertuju pada aspek sosial dan
‘ ekonomi karena lebih berdampak langsung
peningkatan IDM terhadap kehidupan masyarakat. Program

dipilih berdasarkan hasil musyawarah desa,
data IDM, dan pertimbangan kebutuhan
mendesak. Untuk desa dengan tantangan
tinggi, camat menyiapkan pendekatan khusus
seperti  penguatan  pendampingan  dan
mendorong kolaborasi dengan pihak terkait.

Monitoring dan | Camat Camat menggunakan laporan rutin dari

' pendamping dan perangkat desa sebagai alat
evaluasi B monitoring. Evaluasi dilakukan dengan
stakeholder membandingkan capaian indikator IDM dan

progres kegiatan desa. Jika ada kekurangan,
dilakukan evaluasi lapangan dan rapat tindak
lanjut, disertai pembinaan agar program bisa
disesuaikan dan lebih tepat sasaran.

B. Tingkat komunikasi dan kolaborasi antar-stakeholder

Komunikasi dan kolaborasi antar-stakeholder telah dilakukan melalui
berbagai forum, baik formal seperti rapat koordinasi, maupun informal seperti grup
WhatsApp, meskipun intensitas dan efektivitasnya masih perlu ditingkatkan di

beberapa desa.

Tabel 4.2.11 Rekapitulasi Hasil Jawaban Informan Terkait Tingkat
komunikasi dan kolaborasi antar-stakeholder

Variable Informan Reduksi Data
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Frekuensi
komunikasi antar-

stakeholder

Sekcam

Sekcam menyampaikan bahwa koordinasi
dilakukan secara rutin, terutama saat
menjelang perencanaan dan pelaporan
kegiatan. Rapat  koordinasi  biasanya
dilakukan setiap bulan atau saat ada isu
strategis yang perlu segera ditangani.
Komunikasi bisa dilakukan secara langsung
atau melalui grup WhatsApp, dan biasanya
respon cukup cepat, apalagi jika menyangkut
persoalan mendesak seperti konflik data atau
keterlambatan program.

Jenis komunikasi

yang digunakan

Sekcam

Sekcam menyebutkan bahwa komunikasi
paling sering dilakukan via WhatsApp karena
fleksibel dan cepat. Untuk hal yang sifatnya
penting dan kompleks, tetap diprioritaskan
tatap muka atau rapat resmi.

Tantangan utamanya adalah kesibukan
masing-masing pihak dan kadang informasi
yang tidak ditanggapi cepat, terutama di luar
jam kerja. Tapi secara umum, komunikasi
masih cukup efektif.

Kualitas
komunikasi antar-

stakeholder

Sekcam

Sekcam  merasa  komunikasi  antar-
stakeholder cukup solid, meskipun kadang
ada perbedaan pemahaman soal indikator
IDM. Upaya penyamaan persepsi terus
dilakukan melalui pendampingan dan diskusi
teknis.

omunikasi sangat membantu desa untuk
menyusun prioritas kegiatan yang sesuai
indikator IDM, terutama saat desa belum
terlalu paham teknisnya. Hambatan biasanya
muncul dari terbatasnya waktu untuk
pertemuan rutin.

Tingkat kolaborasi

antar-stakeholder

Kasi PMD

Kasi PMD menjelaskan bahwa kolaborasi
dilakukan melalui rapat koordinasi tingkat
kecamatan, musrenbangdes, serta forum
konsultasi publik, di mana semua stakeholder
memberikan masukan untuk menyusun
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prioritas pembangunan berdasarkan indikator
IDM

Ada forum Tim Koordinasi Kecamatan yang
menjadi tempat pemantauan progres IDM,
serta laporan berkala dari pendamping desa
yang menjadi dasar evaluasi bersama.
Kolaborasi dinilai cukup mendukung,
terutama dalam perencanaan. Namun, perlu
peningkatan dalam hal tindak lanjut dan
konsistensi waktu antar stakeholder, agar
tidak hanya aktif saat awal perencanaan saja.

Resolusi  konflik
dan  penyelesaian

masalah

Kasi PMD

Perbedaan pendapat biasanya diselesaikan
melalui ~ musyawarah mufakat, dengan
pendekatan kekeluargaan, dan
mempertimbangkan data objektif dari IDM.
yakni melalui rapat koordinasi teknis dan
konsultasi langsung dengan kecamatan atau
Dinas PMD, jika skala permasalahan cukup
besar. Langkah ini dianggap cukup efektif
untuk mencegah konflik berkepanjangan.
Pernah terjadi perbedaan prioritas antara desa
dan pendamping terkait program
pembangunan infrastruktur atau
pemberdayaan. Konflik diselesaikan dengan
mengacu pada data IDM dan RPJMDes, dan
hasilnya justru memperkuat sinergi karena
akhirnya semua pthak memahami pentingnya
dasar data dalam menentukan program.

C. Kendala dalam Sinergi dan Solusi yang Diterapkan

Perbedaan kepentingan, pemahaman indikator IDM yang belum merata,

dan tumpang tindih peran menjadi tantangan dalam sinergi, namun diselesaikan
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melalui dialog terbuka, fasilitasi pendamping, serta penguatan koordinasi lintas

sektor.

Tabel 4.2.12 Rekapitulasi Hasil Jawaban Informan Terkait Kendala dalam
Sinergi dan Solusi yang Diterapkan

Variable

Informan

Reduksi Data

Hambatan
pemahaman
terhadap IDM

Ketua
Paguyuban
Kepala Dea

Sudah cukup memahami, terutama dari
sisi sosial dan ekonomi. Dimensi
lingkungan masih perlu pendalaman
karena kurang tersentuh dalam program-
program desa.

Kendala utamanya adalah istilah teknis
dan indikator yang berubah-ubah, serta
kurangnya pendampingan intensif pasca
pelatihan.

Kecamatan dan pendamping cukup aktif
menyosialisasikan. Tapi = menurutnya,
perlu pendekatan yang lebih sederhana
dan contoh langsung di lapangan agar
lebih mudah dipahami oleh kepala desa
lainnya.

Ketidakseimbangan
peran dan tanggung
jawab

Ketua

Paguyuban
Kepala Desa

Peran kepala desa dalam peningkatan IDM
dirasa belum sepenuhnya jelas bagi semua
pihak. Kadang tumpang tindih dengan
pendamping atau perangkat kecamatan.
Perlu pemetaan peran yang lebih tegas dan
tertulis agar tidak saling menunggu.

Pendamping
Desa

Pendamping kadang dituntut mengisi
peran teknis yang seharusnya dilakukan
perangkat desa. Ini berpengaruh pada
fokus kerja pendamping itu sendiri.

Perlu kejelasan jobdesk sejak awal tahun,
ditandatangani  bersama. Pendamping
hanya mendampingi, bukan eksekutor
penuh. Harus ada pemahaman kolektif.
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Kesenjangan Pendampping | Komunikasi intens, bisa mingguan bahkan
komunikasi antar- | Desa harian terutama via WhatsApp. Namun,
stakeholder komunikasi formal seperti rakor belum
rutin di semua desa.

Perbedaan persepsi dan kepentingan antar
stakeholder kadang membuat
miskomunikasi. Contohnya dalam
prioritas  program dan pemahaman
terhadap urgensi data IDM.

Perlu forum komunikasi tetap dan
peningkatan kapasitas teknologi digital,
serta pelatihan komunikasi lintas sektor.

Perbedaan Pedamping Sering  terjadi, misalnya kecamatan
kepentingan ~ dan | Desa mendorong pembangunan fisik, sementara
prioritas desa fokus pada pemberdayaan. Perlu

penyesuaian melalui musyawarah.

Perlu menyatukan pemahaman sejak awal
melalui pelatihan bersama dan rakor
terpadu. Data IDM harus dijadikan acuan
utama.

Ketidakseimbangan | Pendamping | pendamping kadang dituntut mengisi
peran dan tanggung | Desa peran teknis yang seharusnya dilakukan
jawab perangkat desa. Ini berpengaruh pada
fokus kerja pendamping itu sendiri.

Perlu kejelasan jobdesk sejak awal tahun,
ditandatangani  bersama. Pendamping
hanya mendampingi, bukan eksekutor
penuh. Harus ada pemahaman kolektif.

D. Dampak sinergi terhadap IDM, baik dari dimensi sosial, ekonomi, maupun

lingkungan
Sinergi yang terbangun telah memberikan dampak positif terhadap
peningkatan akses layanan sosial, pertumbuhan UMKM desa, dan kesiapsiagaan

lingkungan, terutama dalam mitigasi bencana dan pengelolaan sumber daya alam.
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Tabel 4.2.13 Rekapitulasi Jawaban dari Informan Terkait Dampak sinergi
terhadap IDM, baik dari dimensi sosial, ekonomi, maupun lingkungan

Variable

Informan

Reduksi Data

Mitigasi Risiko

Bencana

Ketua
Paguyuban
Kepala Desa

Terdapat koordinasi antara BPBD,
kecamatan, dan desa untuk memetakan
wilayah rawan bencana. Pendamping desa
ikut membantu penyusunan dokumen
Rencana Kontinjensi Desa.
Program seperti normalisasi
pembangunan talud, dan pelatihan siaga
bencana  telah  dilakukan  melalui
musyawarah lintas sektor. Masyarakat
lebih siap, angka kerugian akibat banjir
mulai menurun.

sungai,

Peningkatan
Kepercayaan
Antar-Stakeholder

Koordinator
Tenaga Ahli
Kabupaten

Tingkat kepercayaan meningkat seiring
seringnya kolaborasi dan koordinasi.
Saling memahami peran memperkuat
komitmen antar pihak. Keterbukaan
dalam diskusi menjadi kunci.
Membiasakan  komunikasi  terbuka,
berbagi dokumen perencanaan, dan
melibatkan semua pihak dalam forum
musyawarah menjadi strategi
Pendekatan  personal  juga
membantu.

utama.
cukup

Peningkatan
Kapasitas
Stakeholder

SDM

Koordinator
Tenaga Ahli
Kabupaten

Masih dibutuhkan pelatihan teknis input
data IDM, perencanaan
partisipatif, serta peningkatan pemahaman
regulasi.

Pelatthan  yang  dilakukan
membantu, terutama bagi pendamping
dan perangkat desa. Namun perlu
kesinambungan dan sistem monitoring
agar hasil pelatithan berdampak langsung
di lapangan.

penguatan

cukup

108




Pertumbuhan
Ekonomi Lokal

Koordinator
Tenaga Ahli
Kabupaten

Sinergi antar stakeholder mendorong
munculnya program BUMDes yang
menyasar  sektor  produktif  desa.
Dukungan teknis dan permodalan makin
terbuka karena komunikasi lintas pihak.
Pengembangan BUMDes unit simpan
pinjam, pelatihan pengolahan hasil tani,
dan promosi UMKM melalui media sosial
menjadi langkah nyata. Peran pendamping
dalam pendampingan administrasi juga
krusial.

Kualitas Layanan
Sosial

Koordinator
Tenaga Ahli
Kabupaten

Peningkatan layanan kesehatan dan
pendidikan dicapai lewat integrasi dana
desa dengan program sektoral. Contoh:
posyandu digital, beasiswa anak desa, dan
pengadaan sarana MCK.

Tantangannya = adalah  keterbatasan
anggaran dan sumber daya manusia.
Namun = peran  stakeholder  saling
melengkapi: camat sebagai pengarah,
kepala desa pengambil kebijakan lokal,
pendamping sebagai jembatan teknis.

4.2.3 Penyajian Data

Setelah melakukan tahap reduksi data maka langkah selanjutnya yaitu

penyajian data. Penyajian data digunakan untuk membantu peneliti dalam

mengolah dan menyusun hasil penelitian. Berikut adalah beberapa daya yang

didapat oleh peneliti melalui wawancara yang dilakukan oleh beberapa informan

sebagai berikut:
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A. Peran dan Tanggung Jawab Stakeholder dalam Meningkatkan IDM

Implementasi Peran dan Tanggung Jawab Stakeholder dalam
Meningkatkan IDM terdiri dari 4 (empat) dimensi yaitu Peran strategis dalam
peningkatan IDM , Pendekatan dalam mendorong stakeholder, Prioritas dalam
peningkatan IDM , Monitoring dan evaluasi peran stakeholder. Adapun kesimpulan

temuan yang diperoleh dari masing-masing instrument adalah sebagai berikut:

1. Peran Strategis dalam Peningkatan IDM

Berdasarkan hasil wawancara, Camat memiliki peran penting sebagai koordinator
utama dalam penguatan sinergi lintas desa. la bertindak sebagai pengarah kebijakan
yang memastikan bahwa program pembangunan desa mengacu pada indikator
IDM. Dalam hal ini, camat mendorong agar setiap kepala desa dan perangkatnya
memahami arah pembangunan yang berbasis data IDM. Camat juga menjembatani
komunikasi antara pemerintah desa dengan dinas kabupaten agar terjadi

kesinambungan program.

Ketua paguyuban kepala desa berperan sebagai penghubung antar-kepala desa,
memastikan adanya keselarasan dalam program prioritas yang mendukung
peningkatan status IDM, serta menyuarakan kebutuhan kolektif kepada pihak
kecamatan dan kabupaten. Sementara itu, pendamping desa sebagai ujung tombak
di lapangan bertugas menerjemahkan kebijakan dan indikator IDM menjadi aksi

nyata yang bisa dipahami dan dijalankan oleh aparat desa dan masyarakat.
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2. Pendekatan dalam Mendorong Stakeholder

Camat dan Sekcam menggunakan pendekatan partisipatif dan komunikatif untuk
melibatkan semua stakeholder dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan
program. Rapat koordinasi berkala, forum musyawarah desa, hingga bimtek dan
sosialisasi rutin menjadi sarana utama untuk menyamakan persepsi dan
membangun komitmen bersama. Selain itu, metode informal seperti grup
WhatsApp atau koordinasi lapangan juga sangat efektif dalam menjaga ritme kerja

bersama.

Ketua paguyuban kepala desa lebih banyak menggunakan pendekatan horizontal—
dengan saling mendengar dan mengakomodasi kebutuhan antar-desa, serta
menjalin solidaritas agar desa-desa yang masih tertinggal bisa didorong bersama.
Pendamping desa lebih fleksibel; mereka mendampingi dengan pendekatan
langsung ke masyarakat dan perangkat desa, sembari memberikan asistensi teknis

maupun fasilitasi musyawarah.

3. Prioritas dalam Peningkatan IDM

Semua stakeholder sepakat bahwa prioritas peningkatan IDM tidak bisa dipukul
rata, tetapi perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing desa. Namun, secara
umum, aspek sosial seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan menjadi titik tekan
awal, disusul oleh aspek ekonomi, yakni pengembangan BUMDes dan UMKM

lokal, serta lingkungan, terutama dalam konteks mitigasi bencana.
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Camat mendorong program-program yang bersifat integratif, misalnya
pengembangan desa siaga, pemberdayaan ekonomi produktif, dan pengelolaan
sanitasi berbasis masyarakat. Kasi PMD juga turut memastikan bahwa program
yang diajukan oleh desa benar-benar sesuai dengan kebutuhan indikator IDM,

bukan hanya formalitas belaka.

4. Monitoring dan Evaluasi Peran Stakeholder

Proses monitoring dilakukan secara berjenjang, mulai dari desa ke kecamatan, lalu
ke kabupaten. Camat dan kasi PMD melakukan pemantauan rutin melalui laporan
kegiatan desa dan kunjungan lapangan. Evaluasi terhadap capaian IDM biasanya
dilakukan tiap tahun, bertepatan dengan penginputan data IDM oleh pendamping

desa.

Pendamping desa memiliki peran kunci dalam mengevaluasi realisasi kegiatan di
lapangan, baik dari segi fisik maupun pencapaian output. Mereka menjadi
penyambung data antara apa yang dilaporkan dan apa yang benar-benar terjadi. Jika
ditemukan permasalahan, stakeholder biasanya mengadakan pertemuan bersama
untuk mencari solusi cepat dan terukur, dengan tetap memperhatikan karakteristik

masing-masing desa.
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B. Tingkat Komunikasi dan Kolaborasi Antar-Stakeholder

1. Frekuensi Komunikasi Antar-Stakeholder

Dari hasil wawancara dengan Sekcam dan stakeholder lainnya, diketahui bahwa
komunikasi antar-stakeholder dilakukan secara intensif, meskipun tidak selalu
dalam forum formal. Pertemuan resmi seperti rapat koordinasi kecamatan,
musrenbang desa, dan forum musyawarah antar desa (MAD) dilaksanakan secara
berkala minimal setiap triwulan. Namun, di luar forum tersebut, komunikasi
informal terjadi lebih sering, terutama saat ada persoalan mendesak yang

membutuhkan koordinasi cepat.

Pendamping desa menyampaikan bahwa komunikasi dengan kepala desa dan
perangkatnya hampir terjadi setiap minggu, terutama saat pendampingan kegiatan
atau pengumpulan data IDM. Camat dan Kasi PMD juga menjalin komunikasi
secara fleksibel dengan kepala desa dan pendamping melalui media digital, untuk

menghemat waktu dan memastikan respons cepat atas perkembangan di lapangan.

2. Jenis Komunikasi yang Digunakan

Jenis komunikasi yang digunakan oleh para stakeholder sangat beragam, dengan
menyesuaikan kondisi dan urgensi informasi. Komunikasi tatap muka masih
menjadi pilihan utama untuk rapat strategis dan evaluasi kebijakan, karena

dianggap lebih efektif dalam menjalin kesepahaman. Sementara itu, untuk
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koordinasi teknis sehari-hari, stakeholder lebih banyak menggunakan media digital

seperti WhatsApp, panggilan telepon, dan email.

Sekcam menyebutkan bahwa grup WhatsApp antar kepala desa dan perangkat
kecamatan menjadi sarana yang sangat membantu dalam menyampaikan informasi
dengan cepat. Namun, tantangannya adalah tidak semua informasi dapat ditangkap
atau ditindaklanjuti dengan optimal melalui pesan singkat, sehingga tetap

dibutuhkan forum tatap muka secara periodik.

3. Kualitas Komunikasi Antar-Stakeholder

Secara umum, kualitas komunikasi antar-stakeholder dinilai cukup baik, meskipun
terdapat beberapa catatan. Para stakeholder menyampaikan bahwa komunikasi
sudah terbuka dan responsif, tetapi dalam beberapa kasus terjadi miss komunikasi
atau ketidaksinkronan antara apa yang direncanakan dan yang dilaksanakan. Hal ini
biasanya disebabkan oleh perbedaan persepsi terhadap indikator IDM, atau

keterbatasan waktu dalam menindaklanjuti informasi yang diterima.

Pendamping desa menekankan pentingnya kesamaan pemahaman terhadap istilah
teknis dan alur perencanaan pembangunan berbasis IDM, karena perbedaan
penafsiran bisa menghambat eksekusi program. Kasi PMD juga menyoroti
pentingnya penyederhanaan bahasa teknis dalam komunikasi agar semua pihak,

terutama desa, bisa memahami dengan baik.
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4. Tingkat Kolaborasi Antar-Stakeholder

Tingkat kolaborasi antar stakeholder dinilai relatif kuat dan berkembang positif,
terutama karena adanya kesamaan tujuan dalam meningkatkan status IDM desa.
Kolaborasi paling terlihat saat menyusun dokumen RPJMDes, RKPDes, serta
dalam pengumpulan data IDM. Setiap stakeholder memiliki porsi kerja yang saling
melengkapi—kecamatan sebagai pengarah kebijakan, desa sebagai pelaksana

teknis, dan pendamping desa sebagai fasilitator lapangan.

Kasi PMD menegaskan bahwa forum bersama seperti musrenbang sangat penting
untuk memastikan bahwa program pembangunan yang diusulkan sinkron dengan
target IDM. Namun, tantangannya adalah belum semua stakeholder memiliki
kapasitas yang merata dalam memahami aspek teknis kolaborasi, sehingga

diperlukan peningkatan kapasitas yang berkelanjutan.

5. Resolusi Konflik dan Penyelesaian Masalah

Dalam praktiknya, konflik antar-stakeholder memang tidak bisa dihindari, terutama
ketika menyangkut penentuan skala prioritas program dan alokasi anggaran.
Namun, mayoritas konflik dapat diselesaikan secara musyawarah, baik di tingkat

kecamatan maupun dalam forum paguyuban kepala desa.

Contohnya, ketika terjadi perbedaan antara kepala desa dan pendamping mengenai
indikator IDM yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan, camat memfasilitasi

diskusi terbuka agar masing-masing pihak menyampaikan argumen berdasarkan
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data. Pendekatan persuasif dan berbasis bukti menjadi strategi utama dalam
menyelesaikan konflik. Prosedur penyelesaian masalah bersifat non-formal namun

efektif, karena didasari oleh hubungan kerja yang sudah terbangun dengan baik.

Penyajian ini menunjukkan bahwa komunikasi dan kolaborasi antar-stakeholder
dalam konteks peningkatan IDM di Kecamatan Sragi telah berjalan dengan baik,
namun masih memerlukan penguatan pada aspek kualitas komunikasi teknis dan

kapasitas pemahaman lintas aktor.

C. Kendala dalam Sinergi dan Solusi yang Diterapkan

1. Hambatan Pemahaman terhadap IDM

Ketua Paguyuban Kepala Desa menyatakan bahwa pemahaman terhadap
tiga dimensi IDM (sosial, ekonomi, dan lingkungan) masih belum merata di
kalangan kepala desa. Beberapa kepala desa belum sepenuhnya memahami
bagaimana indikator-indikator tersebut dinilai dan bagaimana penerapannya dalam
dokumen perencanaan desa. Meski sudah ada sosialisasi dan pelatihan dari pihak
kecamatan maupun pendamping desa, penyampaian materi kadang dirasa terlalu

teknis dan kurang kontekstual.

Selain itu, Ketua Paguyuban juga menyebutkan bahwa perubahan regulasi atau
instrumen pengukuran IDM dari pusat seringkali tidak segera diikuti oleh
penyesuaian di tingkat bawah, menyebabkan kebingungan. Sebagai solusi, pihak

kecamatan bersama pendamping desa mulai melakukan pendekatan berbasis
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praktik langsung (learning by doing) agar kepala desa lebih mudah memahami

indikator IDM melalui contoh kasus nyata.

2. Ketidakseimbangan Peran dan Tanggung Jawab

Beberapa informan, termasuk pendamping desa, mengungkapkan bahwa masih
terjadi ketimpangan dalam distribusi peran antar-stakeholder, khususnya antara
pemerintah desa, kecamatan, dan pendamping. Kadang pendamping desa dirasakan
terlalu dominan dalam penyusunan dokumen perencanaan, sementara peran kepala
desa menjadi pasif. Sebaliknya, ada juga kasus di mana kepala desa mengambil

keputusan sepihak tanpa melibatkan pendamping atau kecamatan.

Ketua Paguyuban mengakui bahwa belum ada SOP yang baku dan dipahami
bersama terkait pembagian tugas dalam proses perencanaan dan pelaporan berbasis
IDM. Untuk mengatasi hal ini, dilakukan pendekatan koordinatif yang lebih intensif
serta penguatan kapasitas kelembagaan melalui lokakarya peran dan tanggung

jawab lintas stakeholder.

3. Kesenjangan Komunikasi Antar-Stakeholder

Pendamping desa menyampaikan bahwa perbedaan pola komunikasi dan persepsi
antar-stakeholder menjadi salah satu hambatan utama dalam sinergi. Komunikasi
yang terlalu birokratis atau formal dari kecamatan kadang tidak bisa ditangkap
secara operasional oleh desa. Sebaliknya, komunikasi informal dari desa juga

kadang tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga menyulitkan proses pelaporan.
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Masalah ini coba diatasi melalui penguatan mekanisme komunikasi digital seperti
penggunaan grup WhatsApp lintas stakeholder yang dipantau oleh kecamatan, serta

adanya notulensi dan tindak lanjut yang jelas dari setiap pertemuan koordinasi.

4. Perbedaan Kepentingan dan Prioritas

Dalam wawancara dengan pendamping desa dan Kasi PMD, ditemukan bahwa
perbedaan kepentingan antara stakeholder, seperti kepala desa yang lebih fokus
pada pembangunan fisik, dengan pendamping desa yang mendorong penguatan
kapasitas dan pemberdayaan, kerap menimbulkan ketegangan. Kecamatan pun

sering menjadi pihak penengah.

Perbedaan prioritas ini terkadang menghambat sinergi dalam penetapan program
IDM yang bersifat multidimensi. Untuk mengatasi perbedaan ini, stakeholder mulai
menggunakan data IDM sebagai acuan bersama, sehingga penentuan program
pembangunan bisa dilakukan secara objektif berdasarkan skor dimensi yang

terendah, bukan sekadar preferensi politik atau kebiasaan lama.

5. Ketidakseimbangan Peran dan Tanggung Jawab (Repetisi untuk Penegasan)

Dalam banyak kasus, tumpang tindih tugas antara pendamping dan pemerintah desa
masih sering terjadi, terutama dalam penyusunan dokumen perencanaan atau
penginputan data IDM. Hal ini kadang menimbulkan rasa ketidaknyamanan atau

miskomunikasi, bahkan memperlambat proses verifikasi data.
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Sebagai solusi jangka pendek, dilakukan pembagian kerja yang lebih rinci melalui
rapat teknis pra-kegiatan, dan sebagai solusi jangka panjang, telah diajukan usulan
kepada pemerintah kabupaten agar menyusun pedoman teknis sinergi antar aktor di

tingkat desa dan kecamatan, guna memperjelas batas peran masing-masing.

Secara umum, kendala-kendala dalam sinergi antar-stakeholder di Kecamatan Sragi
berkisar pada perbedaan kapasitas, persepsi, dan pendekatan kerja, namun telah
dilakukan berbagai upaya adaptif untuk menyelesaikannya secara bertahap melalui

koordinasi, pelatihan, dan penyamaan persepsi berbasis data IDM.

D. Dampak Sinergi terhadap IDM (Indeks Desa Membangun)

1. Mitigasi Risiko Bencana

Ketua Paguyuban Kepala Desa mengemukakan bahwa sinergi antara pemerintah
desa, kecamatan, dan pendamping desa telah berdampak positif terhadap
kesiapsiagaan desa dalam menghadapi bencana alam, terutama banjir dan
kekeringan yang sering terjadi di wilayah tertentu di Kecamatan Sragi. Melalui
koordinasi lintas sektor, telah dibentuk tim tanggap darurat desa serta dilakukan
pelatihan mitigasi risiko bencana yang didukung oleh BPBD dan pendamping

teknis.

Program penanaman pohon, pembuatan saluran drainase, serta sistem informasi
peringatan dini berbasis WhatsApp group juga menjadi bukti nyata bahwa sinergi

memperkuat upaya preventif. Dampaknya, masyarakat menjadi lebih siap dan
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resisten terhadap bencana, yang berkontribusi pada peningkatan dimensi

lingkungan dalam IDM.

2. Peningkatan Kepercayaan Antar-Stakeholder

Koordinator Tenaga Ahli Kabupaten menyatakan bahwa tingkat kepercayaan antar-
stakeholder meningkat seiring dengan intensitas kolaborasi dan keberhasilan
beberapa program desa. Kepala desa mulai membuka ruang lebih besar bagi
masukan dari pendamping desa, dan kecamatan berperan sebagai fasilitator yang

menengahi perbedaan perspektif.

Salah satu strategi yang dianggap efektif adalah pelaksanaan forum bulanan lintas
stakeholder yang menampilkan capaian, tantangan, dan praktik baik antar desa.
Forum ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat
solidaritas dan kepercayaan kolektif, sehingga mempercepat konsolidasi dalam

pelaksanaan program peningkatan IDM.

3. Peningkatan Kapasitas SDM Stakeholder

Koordinator Tenaga Ahli Kabupaten menyoroti pentingnya sinergi dalam
memperkuat kapasitas sumber daya manusia. Program pelatihan seperti bimbingan
teknis perencanaan berbasis IDM, pelatihan digitalisasi data desa, serta pelatihan
manajemen keuangan desa telah berjalan lebih efektif karena ada sinergi lintas

pihak.

120



Bahkan, keterlibatan aktif kepala desa dan sekretaris desa dalam kegiatan pelatihan
menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan keterampilan yang signifikan,
terutama dalam menyusun rencana kerja yang selaras dengan dimensi sosial,
ekonomi, dan lingkungan IDM. Hal ini memperkuat landasan kapasitas tata kelola

desa yang baik.

4. Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Dampak sinergi dalam aspek ekonomi ditunjukkan oleh keberhasilan beberapa desa
mengembangkan UMKM dan BUMDesa melalui dukungan lintas sektor. Ketua
Paguyuban mencontohkan program desa wisata dan pasar digital produk lokal yang

dikembangkan bersama tenaga ahli dan difasilitasi oleh kecamatan.

Sinergi ini mendorong terwujudnya pendampingan usaha mikro secara intensif,
perizinan usaha yang lebih cepat, dan promosi digital yang masif. Kontribusi dari
tiap stakeholder terwujud dalam bentuk akses modal, pelatihan usaha, hingga
fasilitasi kerja sama antar desa. Hal ini berdampak nyata pada peningkatan

pendapatan masyarakat dan dimensi ekonomi dalam IDM.

5. Kualitas Layanan Sosial

Dari segi sosial, sinergi antar-stakeholder telah memperkuat akses terhadap layanan

dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan administrasi desa. Pendamping
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desa bekerja sama dengan puskesmas dan dinas pendidikan dalam memastikan

program posyandu, imunisasi, dan pendidikan anak usia dini berjalan lancar.

Kecamatan turut mengawal agar pelayanan publik di desa bisa berjalan sesuai SOP,
termasuk melalui digitalisasi layanan desa. Meski masih terdapat tantangan dalam
hal infrastruktur, sinergi yang terbangun telah membantu mengatasi kendala dan
memperluas cakupan layanan. Dampaknya, indikator sosial seperti angka
keikutsertaan pendidikan dan layanan kesehatan dasar menunjukkan tren positif

dalam beberapa tahun terakhir.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

1. Peran dan Tanggung Jawab Stakeholder dalam Meningkatkan IDM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing stakeholder, seperti
kecamatan, kepala desa, pendamping desa, dan tenaga ahli, memiliki peran strategis
yang saling melengkapi dalam proses peningkatan IDM. Kecamatan bertindak
sebagai koordinator dan fasilitator, kepala desa sebagai pelaksana kebijakan di
tingkat tapak, sementara pendamping desa dan tenaga ahli menjadi penghubung

teknis dan pendukung kapasitas.

Dalam praktiknya, keterlibatan stakeholder dalam perencanaan program,
pengumpulan data IDM, serta pelaksanaan intervensi sosial, ekonomi, dan
lingkungan, telah mengarah pada pembagian peran yang semakin jelas dan

terstruktur. Meski demikian, terdapat catatan bahwa belum semua desa
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menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi peran secara optimal, terutama dalam
mengukur dampak kegiatan terhadap indikator IDM. Hal ini menunjukkan

pentingnya penguatan governance dan evaluasi kolaboratif antar pihak.

2. Tingkat Komunikasi dan Kolaborasi Antar-Stakeholder

Komunikasi antar-stakeholder tergolong aktif, dengan frekuensi yang cukup
rutin melalui pertemuan formal seperti musyawarah desa dan rapat koordinasi
tingkat kecamatan. Komunikasi informal melalui grup WhatsApp juga terbukti
efektif dalam mempercepat respons terhadap isu-isu mendesak. Namun, kualitas
komunikasi masith menghadapi tantangan dalam hal persepsi indikator IDM dan

keterbatasan literasi digital di beberapa desa.

Kolaborasi antar-stakeholder telah berkembang ke arah yang lebih sinergis,
ditandai dengan program bersama yang dirancang berdasarkan kebutuhan riil desa.
Meskipun demikian, kolaborasi ini masih perlu diperkuat pada tahap pelaksanaan
dan evaluasi, terutama dalam penanganan konflik yang muncul karena perbedaan

kepentingan atau prioritas.

3. Kendala dalam Sinergi dan Solusi yang Diterapkan

Penelitian menemukan beberapa hambatan krusial dalam menjalin sinergi,
seperti pemahaman yang belum merata terhadap konsep IDM dan indikatornya.

Beberapa kepala desa masih melihat IDM sebagai sekadar angka administratif,
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bukan alat bantu perencanaan. Ketidakseimbangan peran juga muncul ketika beban

kerja tidak proporsional atau terdapat ketimpangan dalam pengambilan keputusan.

Kesenjangan komunikasi dan perbedaan kepentingan sering menjadi sumber friksi.
Solusi yang diterapkan selama ini berupa pelatihan bersama, pendampingan teknis,
serta fasilitasi forum kolaborasi lintas stakeholder. Solusi tersebut cukup efektif,
namun masih bersifat insidentil, sehingga dibutuhkan pendekatan sistemik dan

berbasis regulasi untuk memperkuat struktur sinergi jangka panjang.

4. Dampak Sinergi terhadap IDM (Sosial, Ekonomi, Lingkungan)

Sinergi yang terjalin antar stakeholder telah memberikan dampak yang
konkrit terhadap peningkatan nilai IDM di sejumlah desa. Dari dimensi sosial,
peningkatan akses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan terfasilitasi lebih
baik. Pendamping desa dan tenaga ahli aktif mendampingi program sosial desa,

sehingga indikator partisipasi dan inklusi sosial meningkat.

Pada dimensi ekonomi, kolaborasi antar pihak telah mendorong tumbuhnya
UMKM, BUMDesa, dan kegiatan ekonomi produktif lainnya yang berdampak pada
peningkatan pendapatan masyarakat. Dukungan stakeholder dalam promosi, akses

permodalan, dan pelatihan usaha menjadi kunci keberhasilan.

Sementara itu, dari dimensi lingkungan, upaya mitigasi risiko bencana menjadi
lebih sistematis berkat sinergi lintas pihak. Desa-desa mulai memiliki early warning

system, tim tanggap bencana, dan kegiatan penghijauan yang dirancang bersama.
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Secara umum, sinergi memberikan penguatan kelembagaan lokal, peningkatan
kapasitas SDM, dan perbaikan tata kelola desa yang berkelanjutan. Namun,
keberlanjutan sinergi ini akan sangat bergantung pada komitmen jangka panjang

dan dukungan lintas sektor secara konsisten.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disajikan

dalam diagram berikut ini pada Gambar 4.3.1

Camat

Sekcam

Pendamping

Desa u “ I s s u LA
Mi@bmle

Gambar 4.3-1 Diagram Sinergisitas Stakeholder dalam Peningkatan IDM
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Diagram di atas menggambarkan sinergisitas antar-stakeholder dalam
peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM), yang melibatkan peran aktif Camat,
Sekcam, Kasi PMD, dan Pedamping Desa. Setiap pihak memiliki fungsi strategis

yang salig melengkapi

Interaksi mereka ditunjukkan melalui alur koordinasi yang terstruktur,
pembagian tugas yang jelas, dan ruang dialog yang memungkinkan penyesuaian
strategi. Sinergi ini mendorong efektivitas pelaksanaan program, meningkatkan
kepercayaan antar-stakeholder, serta memperkuat dampak sosial, ekonomi, dan
lingkungan secara merata di desa serta memungkinkan percepatan penigkatan

Indeks Desa Membangun di Kecamatan Sragi.
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5.1

BABV

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

1.

Sinergi antara stakeholder di Kecamatan Sragi, yakni Camat, Sekcam, Kasi
PMD, Pendamping Desa, dan unsur kepala desa telah terbentuk dengan
baik, meskipun masih terdapat ruang perbaikan dalam aspek komunikasi
dan penyelarasan prioritas. Sinergi ini terbukti berkontribusi terhadap
percepatan peningkatan IDM pada dimensi sosial, ekonomi, dan
lingkungan.

Peran masing-masing stakeholder berjalan sesuai fungsinya. Camat
memiliki fungsi strategis sebagai pengarah kebijakan dan koordinator lintas
desa. Sekcam mendukung aspek teknis dan administrasi. Kasi PMD
berperan penting dalam merumuskan program dan evaluasi. Sementara
Pendamping Desa menjadi pelaksana teknis dan fasilitator di lapangan.
Komunikasi dan koordinasi berjalan cukup intensif, baik melalui rapat
koordinasi rutin maupun komunikasi informal seperti grup WhatsApp.
Namun, beberapa kendala seperti perbedaan persepsi terhadap indikator
IDM dan kurangnya pemahaman teknis masih dijumpai.

Kendala sinergi seperti ketimpangan pemahaman terhadap IDM, perbedaan

kepentingan antar-stakeholder, dan tumpang tindih peran, telah diselesaikan
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3.2

melalui pendekatan musyawarah, klarifikasi peran, serta pendampingan
teknis secara berkelanjutan.

Dampak sinergi yang dihasilkan cukup signifikan. Di antaranya adalah
peningkatan kualitas layanan sosial, penguatan kapasitas SDM,
pengembangan ekonomi lokal melalui UMKM, serta kesiapsiagaan desa
dalam menghadapi risiko bencana. Kepercayaan antar-stakeholder juga

meningkat sebagai hasil dari kolaborasi yang intens.

Saran

Berdasarkan temuan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1.

Perlu penyamaan persepsi secara berkala terkait indikator IDM dan prioritas
program pembangunan melalui forum diskusi lintas sektor agar semua
stakeholder memiliki arah yang sama.

Penguatan kapasitas SDM harus terus ditingkatkan, terutama melalui
pelatihan teknis indikator IDM bagi kepala desa dan perangkatnya misalnya
pada profil desa, agar mampu menyusun program yang tepat sasaran.

Perlu dibentuk sistem monitoring dan evaluasi berbasis kolaborasi, yang
melibatkan seluruh stakeholder secara aktif dalam pengambilan keputusan,
pelaksanaan program, hingga evaluasi hasil.

Optimalisasi peran Sekcam sebagai penghubung administratif dan kontrol

koordinatif perlu diperkuat untuk menjaga kelancaran sinergi antarlini.
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5. Penggunaan teknologi informasi harus terus didorong agar komunikasi
antarpihak semakin efisien, termasuk pemanfaatan dashboard atau sistem

pelaporan digital untuk perkembangan IDM.
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